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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem dan Model Pendayagunaan Dana 
Infak di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya” ini merupakan hasil penelitian 
kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem 
pendayagunaan dana infak di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya 
dan Bagaimana model pengambilan keputusan yang digunakan oleh YDSF 
Surabaya untuk menentukan penerima dana infak. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus. Pengumpulan data berasal dari wawancara dengan 13 
karyawan YDSF Surabaya, observasi langsung dan dokumentasi. Data dalam 
penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa YDSF Surabaya dalam mekanisme 
pendayagunaannya menggunakan dua sistem yaitu sistem pendayagunaan dengan 
melalui pengajuan dari mustah}iq dan sistem pendayagunaan tanpa melalui 
pengajuan dari mustah}iq. Prosedur pendayagunaan dana dengan melalui 
pengajuan dari mustah}iq harus melalui beberapa tahap antara lain: 
proposal/berkas pengajuan masuk, cek kelayakan dan kelengkapan administrasi, 
layak kriteria, entry data, validasi berkas, survey, rapat keputusan hasil survey, 
pemberkasan hasil rapat, dan realisasi bantuan untuk mustah}iq. Sedangkan 
prosedur pendayagunaan dana tanpa melalui pengajuan dari mustah}iq ini terdapat 
pada program-program yang bersifat emergency dan harus segera dipenuhi. 
Misalnya bantuan untuk korban bencana alam, daerah rawan konflik, dan 
membantu orang yang sedang sakit atau kelaparan. Untuk prosedur 
pendayagunaannya, penanggung jawab program yang aktif mencari informasi-
informasi terkait dan secara langsung terlibat dalam pemenuhan bantuan ke 
lapangan. 
Model pengambilan keputusan yang digunakan oleh YDSF Surabaya 
memiliki kecondongan menggunakan model campuran yaitu antara model 
matriks dan model pohon keputusan. YDSF Surabaya dalam proses pengambilan 
keputusan mulai dari pengajuan bantuan sampai pada tahap realisasi dibuat satu 
kali dan dilaksanakan secara paten dan berulang-ulang serta menyeluruh di semua 
bidang.  
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A. Latar Belakang Masalah
Istilah Zakat, Infak dan s}adaqah, (ZIS) menunjuk kepada satu pengertian 
yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya 
wajib sedangkan infak dan s}adaqah hukumnya sunnah. Zakat ditentukan 
nisabnya sedangkan infak dan s}adaqah tidak memiliki batas, zakat ditentukan 
siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak boleh diberikan kepada 
siap saja.1 
Zakat merupakan perkara ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah bagi 
kaum muslimin dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam 
yang lima. Oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah menjadi 
doktrin keagamaan (normative religius) yang mengikat dan bahkan dianggap 
sebagai ma’lu>m min al di<n bi al d{aru>rah atau diketahui secara otomatis adanya 
dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.2 Zakat bukan sekadar 
kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak 
Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga 
zakat wajib dikeluarkan. 
Selain terdapat perintah agama mengenai kewajiban zakat, Allah juga 
menganjurkan bagi umat muslim untuk mengeluarkan dana suka rela berupa 
1 Abdul Kholiq, “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Miskin di Kota Semarang”, Riptek, Vol. 6, No.1 (2012), 3. 
2 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial (Bandung: Mizan, 1994), 231. 
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infak. Infak merupakan ibadah sosial dalam bidang harta yang dicintai oleh 
Allah. Sesuai dengan firman Allah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 : 
                       
 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
(2:195).3 
Infak mengandung manfaat yang besar dan mulia bagi kehidupan. Selain 
dapat memberi kebaikan bagi orang yang menerima, kebaikan infak juga akan 
berbalik pada diri sendiri. Orang yang mengeluarkan infak tidak akan dirugikan 
atau didzalimi orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah 
ayat 272: 
                    
                     
      
Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi 
Allah lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-
Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan 
sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang 
baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan 
cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).4 
3 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jabal, 2010), 30. 
4 Ibid.,46. 
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Disebutkan pula dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Bukhari 
dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdoa pagi dan petang: “Ya Allah 
Swt. berilah orang yang berinfak gantinya. ”Dan berkatalah lainnya, “Ya Allah 
Swt. jadikanlah orang yang menahan infak dalam kehancuran.”5 
Adanya anjuran bagi setiap umat Islam untuk berinfak, mendorong para 
hartawan untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi kepentingan sosial. Zakat 
dan infak dipahami memiliki dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah 
satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan 
senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.6 Hal 
ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa 
Rasulullah Saw. Pada masa kekhalifahan, zakat telah menjadi sumber pendapatan 
keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai 
sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, 
infrastruktur, penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan 
sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan 
lainnya.  
 Pada umumnya, zakat maupun infak bisa diberikan langsung dari muzakki> 
atau munfiq kepada mustah{iq. Akan tetapi disamping penyaluran dana infak 
dilakukan oleh individu, agar dapat optimal dan tepat sasaran, maka diperlukan 
suatu badan atau lembaga yang memiliki fungsi sosial dan bertujuan untuk 
kemaslahatan umat. Dengan dukungan pemerintah melalui Keputusan Menteri 
5Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, Pustaka Cerdas Zakat (1001 Masalah dan 
Solusinya) (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 1. 
6 Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar”,  Al-
Ijtimaiyyah, Vol. 1, No.1 (Januari-Juni, 2015), 1. 
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4 
Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mulailah dibentuk Badan Amil Zakat 
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas 
membantu pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan Zakat, Infak, dan 
S}adaqah (ZIS).  LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. LAZ 
bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan atau mendayagunakan ZIS 
sesuai ketentuan agama. Dalam menjalankan tugasnya, LAZ bertanggung jawab 
pada pemerintah sesuai tingkatannya. Selanjutnya pengaturan teknis 
kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelolaan ZIS diatur 
dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dengan adanya payung hukum 
tersebut, banyak lembaga pengelola zakat, infak dan s}adaqah didirikan. Undang-
undang tersebut menyiratkan tentang perlunya LAZ meningkatkan kinerja 
sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki 
program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mendayagunakan dana 
zakat, infak, s}adaqah dengan terarah. 
Tujuan didirikan lembaga pengelola ZIS adalah sebagai tempat atau wadah 
untuk menghimpun dan menyalurkan ZIS. Salah satu misi dari LAZ adalah 
mensejahterakan umat. Target terpenting adalah bagaimana ZIS menjadi medium 
utama dalam mengantarkan bangsa dan negara menuju gerbang kesejahteraan 
dan kemakmuran. 
Seiring berjalannya waktu penghimpunan dana ZIS terus meningkat. Namun 
dalam penyalurannya belum terealisasikan secara maksimal. Faktor penyebabnya

































antara lain, kurangnya sumber daya manusia sebagai pengelola,  sarana prasarana 
yang kurang memadai, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, dan 
manajemen pengelolaan yang belum efektif.7  
LAZ memiliki peran strategis dalam memberdayakan dana ZIS. Oleh karena 
itu diperlukan konsistensi sistem yang positif terhadap manajemen pengelolaan 
dana ZIS khususnya sistem pengelolaan di bidang pendayagunaan. Prosedur 
sistem pendayagunaan dana infak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. 
Karena program-program pendayagunaan dana infak selain memiliki dampak 
ekonomi bagi mustah}iq, juga memiliki dampak sosial dan spiritual seperti untuk 
meningkatkan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan baik 
secara konsumtif maupun produktif. Bantuan dana yang bersifat konsumtif yaitu 
diberikan kepada para mustah{iq yang habis dipakai. Sedangkan prosedur sistem 
pendayagunaan dengan cara produktif  dapat memberikan perubahan yang positif 
terhadap penerima dana infak. Seperti pendayagunaan yang disalurkan untuk 
kegiatan usaha maupun untuk peningkatan pendidikan. 
Dalam UU No. 23 tahun 2011 disinggung bahwa pendayagunaan dana infak 
disalurkan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Seharusnya 
lembaga zakat juga melaksanakan peraturan tersebut secara konsisten. 
Sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah 
(YDSF) Surabaya. YDSF merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah 
lama berdiri sejak tahun 1987 menjadi pionir berdirinya lembaga zakat di 
                                                 
7 Norvadewi, , “Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskina di Indonesia”,  Riptek, 
Vol. 7, No.1 (2012), 70. 
 

































Indonesia.8 Selain itu YDSF yang berperan sebagai rujukan bagi lembaga-
lembaga zakat yang lain dalam hal manajemen, YDSF memiliki program-
program pendayagunaan dana infak yang dikenal dengan istilah ‘bidang garap’. 
Bidang garap YDSF diantaranya: meningkatkan kualitas pendidikan, 
memberikan santunan yatim piatu, merealisasikan dakwah Islamiyah, 
memakmurkan masjid, dan peduli kemanusiaan.9 
Pendayagunaan dana infak dapat dilaksanakan secara optimal apabila dalam 
pengambilan keputusan untuk menentukan mustahiq di suatu lembaga sosial 
khususnya di YDSF Surabaya dilakukan secara konsisten dan memiliki pedoman 
pelaksanaan dalam menentukan para mustahiq.  
Berikut perbandingan jumlah penerimaan dan penyaluran dana infak di 
masing-masing bidang pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2016: 
 
Tabel 1.1 







Program Pendayagunaan (dalam rupiah) 
Dakwah Pendidikan Masjid Yatim Kemanusiaan 
Juni 2.968.437.049 977.849.966 767.806.500 266.045.830 75.164.250 437.100.750 
Juli 2.123.122.867 327.172.506 195.791.150 9.548.172 77.637.375 42.105.610 
Agustus 3.607.951.189 640.941.705 71.098.375 446.431.500 63.700.625 153.580.342 
Sumber:   Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas/Bank YDSF dimuat dalam Majalah Al 
Falah edisi 342 (September) dan 343 (Oktober) 2016. 
 
Berdasarkan data pengelolaan dana infak YDSF di atas, jumlah penerimaan 
maupun pendayagunaan mengalami fluktuasi pada setiap bulannya. Hal tersebut 
                                                 
8 Http://ydsf.org/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 13 September 2016. 
9 Http://ydsf.org/program, diakses pada 13 September 2016. 

































mengharuskan adanya proses perwujudan alokasi dana agar sesuai dengan tujuan 
awal. Dalam pengalokasian dana memerlukan proses pengambilan keputusan 
penerima dana infak dengan strategi pengelompokan penerima bantuan dana. 
Strategi tersebut mempengaruhi fokus sasaran yang akan dicapai.  
Adanya perbedaan dalam besaran jumlah pendayagunaan dana infak untuk 
masing-masing bidang, mengindikasikan bahwa jumlah pendayagunaan dana 
yang dikeluarkan seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pihak yang 
mengajukan permohonan bantuan, oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan 
dana yang efektif, efisien dan berkualitas dengan cara yang sistematis sehingga 
diharapkan penyaluran atau pendayagunaan dana infak benar-benar dapat sampai 
kepada masyarakat yang berhak. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) 
Surabaya dipilih sebagai tempat penelitian karena YDSF merupakan salah satu 
LAZ di Indonesia yang saat ini memiliki donatur rutin mencapai 300 ribu 
donatur. Disamping itu YDSF memiliki misi mengumpulkan dana 
masyarakat/ummat baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, maupun lainnya dan 
menyalurkannya dengan amanah, serta secara efektif dan efisien.10  
Atas dasar tersebut, peneliti memandang perlu untuk dilakukan penelitian 
sekaligus membahasnya lebih lanjut untuk menjelaskan sistem pendayagunaan 
dana infak dan model pengambilan keputusan penerima dana infak yang 
dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. 
 
 
                                                 
10 Http://ydsf.org/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 13 September 2016. 

































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Zakat dan infak sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi 
problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat 
Islam dalam menanggulangi kemiskinan. 
b. Pemahaman pentingnya mengeluarkan infak yang manfaatnya akan 
berbalik pada orang yang mengeluarkan. 
c. Prosedur sistem pendayagunaan dana zakat dan infak yang baik perlu 
dimiliki oleh lembaga amil zakat. 
d. Proses pengambilan keputusan untuk menentukan penerima dana infak 
secara konsisten menjadi penting untuk dilaksanakan. 
2. Batasan Masalah 
Mengingat  luasnya  masalah  dalam  studi  penelitian,  maka  diperlukan 
adanya   pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih 
terfokus yaitu: 
a. Sistem pendayagunaan dana infak di Yayasan Dana Sosial Al Falah 
Surabaya. 
b. Model pengambilan keputusan yang digunakan oleh YDSF untuk 
menentukan penerima dana infak. 
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang 
telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem pendayagunaan dana infak di Yayasan Dana Sosial Al
Falah Surabaya?
2. Bagaimana model pengambilan keputusan yang digunakan oleh YDSF untuk
menentukan penerima dana infak?
D. Kajian Pustaka
Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar untuk 
menyusun dan melengkapi penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan 
gambaran hubungan tema yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dari aspek yang diteliti, lokasi, 
dan objeknya. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan dalam 
penelitian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang 
telah ada. Ada beberapa penelitian kualitatif yang membahas tentang dana sosial, 
sistem pendayagunaan dan pengambilan keputusan yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan yang diangkat peneliti, diantaranya: 
1. Skripsi Syam Hadinudin tahun 2005, Sistem Penghimpunan dan
Pendayagunaan Dana Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh
Universitas Islam Indonesia.

































Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana 
zakat LAZIZ UII menerapkan dua sistem yaitu sistem konsumtif diwujudkan 
oleh LAZIZ UII dalam beberapa bentuk program kegiatan, diantaranya: 
beasiswa, bakti sosial, layanan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. 
Sedangkan pendayagunaan dana zakat dengan sistem produktif, diwujudkan 
LAZIZ UII dalam program kegiatan yang lebih mengarah pada 
pemberdayaan ekonomi mustah}iq seperti, home industri pengolahan susu, 
bantuan pupuk murah bagi para petani, budidaya perikanan dan qurban 
plus.11 
Persamaan: membahas sistem dari segi pendayagunaan dana zakat oleh 
LAZ. Perbedaan: penelitian terdahulu membahas sistem penghimpunan dan 
pendayagunaan dana zakat berdasarkan buku pedoman zakat Ditjen Bima 
Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republika Indonesia. Penelitian 
sekarang membahas tentang analisis sistem pendayagunaan yang diterapkan 
oleh YDSF dalam penyaluran dana infak baik yang terprogram seperti 
melalui input, proses, dan output maupun penyaluran yang bersifat 
insidentil. 
2. Skripsi Linda Al Makiya tahun 2014, Prosedur Pengelolaan Dana Infaq 
Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Umat Masyarakat Kalisari Surabaya. 
                                                 
11 Syam Hadinudin Langgeng Utomo, “Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat 
oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia” (Skripsi--UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2005). 

































Penulis menghasilkan 2 (dua) temuan. Yaitu: 1) Pengelolaan dana infak 
difokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki beberapa 
prosedur diantaranya: melalui pengajuan proposal kepada pihak 
pendayagunaan disertai administrasi. Selanjutnya YDSF melakukan survey 
lokasi untuk memastikan kelayakan agar dana infak diberikan kepada orang 
yang membutuhkan. Selanjutnya pihak pendayagunaan menganalisa hasil 
survey, setelah itu dibuatkan keputusan pengajuan anggaran, setelah proses 
ajuan dana infak dicairkan maka pihak pendayagunaan melakukan 
pendampingan dan pelatihan. 2) Peran pengelolaan dana infak YDSF 
memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kalisari 
diantaranya bisa meningkatkan pendapatan dari pendapatan yang rata-rata 
minimum menjadi maksimum.12 
Persamaan: lokasi di divisi pendayagunaan YDSF dan menyoroti 
prosedur pengelolaan dana infak. Perbedaan: penelitian terdahulu 
menganalisis dampak dan manfaat infak bagi pemberdayaan ekonomi 
masyarakat fakir miskin. Penelitian sekarang lebih memfokuskan pada 
sistem pendayagunaan semua bidang dan bagaimana proses menentukan 
mustah}iq yang dideskripsikan secara mendalam. 
3. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Kholiq tahun 2012, Pendayagunaan Zakat, 
Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di 
Kota Semarang. 
                                                 
12 Linda Al Makiya “Prosedur Pengelolaan Dana Infaq Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) 
dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Masyarakat Kalisari Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2014). 

































Peneliti menggunakan studi komparasi antara empat LAZ di Kota 
Semarang untuk membandingkan dari bentuk pendayagunaan, proses 
pelaksanaan, dan tata kelola pelaksanaan. Komparasi dilakukan untuk 
mengintegrasikan dan mensinergikan kelembagaan zakat dengan agenda 
pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Semarang. 
Peneliti menghasilkan beberapa temuan. Diantaranya: 1) program 
pemanfaatan dana ZIS diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal 
usaha mikro. 2) Model pendayagunaan tidak hanya berdampak secara 
ekonomis tetapi juga sosial dan spiritual. 3) Tidak ada kesinambungan antara 
pengentasan kemiskinan melalui zakat dengan program penanggulangan 
kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang.13 
Persamaan: membahas jenis pendayagunaan dana ZIS. Perbedaan: 
penelitian dahulu menjelaskan model-model pendayagunaan dana ZIS oleh 
beberapa LAZ yang kemudian direkomendasikan untuk digunakan oleh 
pemerintah Kota Semarang sebagai modal untuk mengentaskan kemiskinan. 
Penelitian sekarang berfokus pada penjelasan sistem pendayagunaan dana 
infak oleh YDSF. 
4. Skripsi Aji Riza Setyawan tahun 2015, Sistem Pendayagunaan Dana Zakat 
di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyaluran dana zakat yang 
dilakukan dengan metode konsumtif dan produktif belum terlaksana secara 
maksimal disebabkan beberapa faktor, diantaranya kendala dalam mencari 
                                                 
13 Abdul Kholiq, ‘Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah...,7. 

































penerima manfaat yang dapat dipercaya dan penyelewengan dana zakat dari 
pihak mustah}iq. Sedangkan pengawasan penerima dana zakat secara praktik 
telah terlaksana dengan baik terbukti dengan tercapainya program-program 
yang telah dijalankan.14 
Persamaan: mendeskripsikan sistem pendayagunaan dana yang 
dilakukan oleh LAZ. Perbedaan: penelitian dahulu menilai efektivitas sistem 
pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif. Penelitian sekarang 
menjelaskan pelaksanaan sistem yang terkait dengan pendayagunaan dana 
infak. 
5. Skripsi Ahmad Subri tahun 2011, Rancang Bangun Penunjang Keputusan 
Penentuan Mustahik Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process 
(Studi Kasus Kantor Pusat Pos Keadilan Peduli Umat).  
Peneliti mengidentifikasi dari sistem yang berjalan diketahui bahwa 
pemberian dana zakat dilakukan apabila ada calon mustah}iq yang 
mengajukan proposal. Proposal diterima atau tidak, ditentukan dengan 
menganalisa proposal dan survey lokasi. Selain itu, penentuan mustah}iq 
berdasarkan persepsi atau pendapat pribadi dari staf atau manajer Divisi 
Layanan Langsung terutama untuk penilaian kriteria motivasi hidup. 
Akibatnya penerima dana kurang tepat sasaran. Kemudian peneliti 
menemukan kebutuhan sistem yang diperlukan. Yaitu kebutuhan input 
meliputi data mustah}iq, kebutuhan proses meliputi proses penghitungan 
kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan mustah}iq. Proses 
                                                 
14 Aji Riza Setyawan “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet 
Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015). 

































penghitungan menggunakan AHP. Kebutuhan output meliputi informasi 
yang dihasilkan berupa laporan data mustah}iq dalam bentuk tertulis atau 
tidak tertulis. Output juga menghasilkan informasi jumlah mustah}iq 
berdasarkan wilayah.15 
Persamaan: menggambarkan tentang proses pengambilan keputusan 
yang diterapkan LAZ. Perbedaan: penelitian dahulu menilai ketidakakuratan 
keputusan dalam menentukan mustah}iq kemudian membuatkan atau 
menawarkan sistem penunjang keputusan yang dibuat oleh peneliti dan 
menjelaskan teknis pengambilan keputusan melalui aplikasi komputer. 
Penelitian sekarang sekedar mendeskripsikan model pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh YDSF dengan narasi kualitatif. 
6. Tesis Sodiq Purwanto tahun 2006, Pengambilan Keputusan di Lembaga 
Pendidikan Kejuruan Unggulan (Studi di PIKA Semarang). 
Penelitian bermaksud mengungkap lebih mendalam hal-hal yang 
berkaitan dengan pengambilan keputusan di PIKA Semarang. Temuan dalam 
penelitian menunjukkan bahwa PIKA Semarang menggunakan dasar 
rasionalitas dalam pengambilan keputusan atau lebih tepatnya rasionalitas 
yang dibatasi (bounded rationality). Proses pengambilan keputusan di 
Lembaga di PIKA dilakukan dalam tiga mekanisme pokok yaitu rapat 
                                                 
15 Ahmad Subri, “Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Mustahik dengan 
Pendekatan Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus Kantor Pusat Pos Keadilan Peduli Umat)” 
(Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 

































berjenjang, koordinasi antar staf di luar rapat, dan pengambilan keputusan 
individu.16 
Persamaan: menganalisis model pengambilan keputusan yang diterapkan 
oleh organisasi non profit. Perbedaan: penelitian dahulu menganalisis model 
dan dasar pengambilan keputusan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan 
dan menjabarkan langkah-langkah proses pengambilan keputusan secara 
detail. Penelitian sekarang menganalisis model dan dasar pengambilan 
keputusan yang digunakan oleh lembaga zakat. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada pertanyaan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini 
bertujuan untuk : 
1. Mengidentifikasi sistem yang digunakan oleh YDSF Surabaya dalam 
pendayagunaan dana infak. 
2. Mengetahui model pengambilan keputusan yang diterapkan oleh YDSF untuk 
menentukan penerima dana infak. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 
memberi manfaat sebagai berikut : 
 
 
                                                 
16 Sodiq Purwanto, “Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan Kejuruan Unggulan (Studi 
di PIKA Semarang)” (Tesis—Universitas Negeri Semarang, 2006). 
 

































1. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah 
ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sistem pendayagunaan lembaga amil 
zakat dan model pengambilan keputusan. Selain itu juga diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada kalangan akademisi sebagai bahan penelitian 
lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat menjadi bahan evaluasi internal pengurus YDSF yang diharapkan 
dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektifitas pendayagunaan dana 
infak dan model pengambilan keputusan yang diterapkan.\ 
 
G. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul: Analisis Sistem dan Model Pendayagunaan dana 
Infak di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Untuk menghindari terjadinya 
kesalahan persepsi dalam memahami istilah-istilah yang dicakup dalam 
penelitian ini, maka peneliti memaparkan definisi operasional dari judul tersebut: 
1. Sistem Pendayagunaan Dana Infak 
Prosedur penyaluran dana infak yang dilakukan oleh divisi 
pendayagunaan YDSF. Dalam hal ini, divisi pendayagunaan memiliki 
program-program penyaluran demi meningkatkan manfaat sosial dana yang 
diperoleh dari donatur. 
 
 

































2. Model Pendayagunaan Infak 
Menggambarkan suatu proses dan tahapan yang dilakukan oleh divisi 
pendayagunaan YDSF untuk menentukan layak tidaknya proposal pengajuan 
dana yang disampaikan oleh calon penerima dana infak (mustah{iq). Tahap-
tahap pengambilan keputusan digambarkan dalam bentuk bagan dan 
dijelaskan dengan narasi kualitatif. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Data yang dikumpulkan 
Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik 
atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.17 Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 
a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
masyarakat baik yag dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 
lainnya.18 Data primer yang dibutuhkan meliputi: 
1) Jumlah proposal pengajuan dana oleh masyarakat yang masuk di 
divisi pendayagunaan YDSF periode 2017. 
2) Laporan penyaluran dana infak periode 2017. 
3) Jenis-jenis pengajuan dana yang diterima oleh YDSF. 
4) Jenis program penyaluran dana yang diterapkan YDSF. 
5) Prosedur pengelolaan dana infak. 
                                                 
17 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87. 
18 Ibid.  

































6) Kriteria penerima dana infak. 
7) Proses penentuan layak tidaknya pemohon untuk menerima bantuan. 
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari 
bahan kepustakaan.19 Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini 
berupa dokumen-dokumen lembaga yang berisi data sejarah berdiri, 
informasi lokasi, struktur organisasi, detail proposal pengajuan yang 
masuk pada tahun 2017, prosedur pengajuan bantuan, alur kerja relawan 
survey dan kemanusiaan. 
2. Sumber Data 
Sugiyono menjelaskan bahwa sumber data terdiri dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber 
data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan 
data kepada pengumpul data.20 Sumber data yang digunakan dalam 
penyusunan  skripsi ini, adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan, 
yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan informan dan hasil 
dokumentasi ketika proses penelitian.21 Informan yang menjadi subjek 
penelitian diantaranya: 
1) Kepala divisi pendayagunaan. 
                                                 
19 Ibid.,88. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta: Alfabeta, 2006), 130. 
21 Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 
Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2002), 147. 

































2) Manajer pendidikan dan yatim. 
3) Manajer dakwah dan masjid. 
4) Manajer zakat dan kemanusiaan. 
5) Manajer survey. 
6) Staf survey. 
7) Penanggung jawab program zakat. 
8) Penanggung jawab program pemberdayaan ekonomi kota. 
9) Penanggung jawab bidang pemakmuran masjid. 
10) Penanggung jawab program yatim. 
11) Karyawan front office kantor pendayagunaan. 
12) Staf Marketing. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, 
media cetak/elektronik, arsip YDSF dan penelitian terdahulu yang 
relevan. Yaitu berasal dari dokumen-dokumen YDSF berupa arsip 
management survey YDSF, arsip YDSF tentang job description masing-
masing divisi, arsip YDSF tentang program pendayagunaan, majalah Al 
Falah (Edisi 342, 343 dan 354), buku penunjang tentang teori 
pengambilan keputusan, jurnal, tesis dan skripsi tentang pendayagunaan 
dana sosial. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya: 


































Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan penjawab menggunakan alat yang dinamakan 
interview guide (panduan wawancara).22 Teknik ini dilakukan dengan 
memberi sejumlah pertanyaan kepada responden. Keterangan yang 
dibutuhkan melalui wawancara berupa keterangan mengenai prosedur 
pendayagunaan dana infak, syarat-syarat pengajuan bantuan, alur proses 
pelaksanaan survey lokasi calon mustah}iq dan proses pada rapat 
pengambilan keputusan penerima dana infak. Dalam hal ini peneliti 
melakukan wawancara kepada pimpinan tempat penelitian, dan 
beberapa karyawan tempat penelitian sehingga dirasa cukup untuk 
melengkapi tujuan penelitian. Dan apabila terdapat jawaban yang 
diyakini belum sesuai dengan pertanyaan, maka akan dilakukan 
penggalian suatu keterangan yang dinamakan pertanyaan penyeledikan 
(probe question).23 Peneliti juga menggunakan instrumen pendukung 
pada saat wawancara yang berupa alat tulis, camera dan recorder. 
b. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 
pengamatan terhadap subjek atau objek penelitian secara seksama dan 
sistematis.24 Adapun observasi yang digunakan adalah observasi 
                                                 
22 Moh. Nazir, Metode Peneltian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 170. 
23 Ibid.,175. 
24 Supardi, Metodologi Peneltian Ekonomi & Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 136. 

































langsung yaitu observasi yang dilaksanakan untuk melihat keadaan 
tertentu.25 Metode ini digunakan sebagai pelengkap dan penguat data 
yang sudah diperoleh.26 Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan 
berupa pengamatan mengenai prosedur pengajuan bantuan, proses 
verifikasi kelengkapan berkas, dan entry data calon mustah}iq. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.27 Dalam hal 
ini peneliti melakukan dokumentasi di YDSF Surabaya yang 
berhubungan dengan hal-hal yang dibahas dalam penelitian seperti 
dokumentasi realisasi bantuan kepada mustah}iq, arsip maupun laporan 
tahunan pendayagunaan dana infak YDSF. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil dihimpun, peneliti mempelajari berkas-berkas yang 
telah terkumpul. Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa 
tahapan diantaranya: 
a. Checking data yaitu memeriksa seluruh instrumen apakah sudah terisi 
lengkap atau belum.28 
b. Editing data yaitu memeriksa jawaban dari instrumen apakah sudah jelas 
tulisan, maksud, dan ejaannya. Data atau keterangan yang telah 
                                                 
25 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur) (Jakarta: Kencana, 2013), 
76. 
26 Prabowo, Metode Penelitian (Surabaya: Unesa University Press, 2011), 54. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 240. 
28 Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 271. 

































dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.29 Beberapa hal yang 
diperhatikan meliputi kelengkapan sumber informasi, tulisan yang cukup 
jelas, catatan dapat dipahami, konsistensi data, dan kesesuaian responsi. 
Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari 
interview guide sampai berkas itu dinyatakan baik. 
c. Analizing yaitu menganalisis data tersebut sehingga diperoleh 
kesimpulan-kesimpulan tertentu.30  
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  
Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini terdapat empat 
macam kriteria diantaranya; derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 
(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 
(confirmability).31 
a. Derajat kepercayaan adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan 
konsep responden.32 Pengecekan kredibilitas atau derajat kepercayaan 
data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh 
peneliti benar-benar telah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi 
secara wajar di lapangan. Untuk memperoleh data yang valid, maka akan 
ditempuh teknik pengecekan data melalui triangulasi sumber data dan 
member check. 
1) Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
                                                 
29 Moh. Nazir, Metode Peneltian..., 304. 
30 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., 245. 
31 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 175. 
32 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 88. 

































dari informan yang satu dengan informan yang lainnya. Misalnya dari 
apa yang dikemukakan oleh kepala divisi pendayagunaan YDSF, 
ditanyakan lagi kepada informan lain misalnya manajer survey 
YDSF. Metode triangulasi yang lain adalah dengan cara 
menggunakan beberapa metode berbeda untuk mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Misalnya hasil 
observasi dibandingkan dengan hasil wawancara. Kemudian dicek 
lagi melalui dokumen yang relevan. 
2) Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh 
peneliti kepada pemberi data. Pengecekan data dilakukan pada saat 
wawancara dalam bentuk penyampaian ide yang tertangkap peneliti 
saat wawancara. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 
pemberi data berarti data tersebut valid. 
b. Keteralihan (transferability) berkaitan dengan seberapa jauh hasil 
penelitian ini dapat digunakan dan diaplikasikan dalam situasi-situasi 
yang lain yaitu apabila penelitian dapat digunakan atau diterapkan pada 
kasus atau situasi yang sama. Kriteria ini menuntut agar peneliti 
melaporkan hasil penelitian dengan cara “uraian rinci”. Untuk 
kepentingan ini peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara 
rinci. Uraian laporan diusahakan dapat mengungkap secara khusus segala 
sesuatu yang dibutuhkan pembaca untuk memahami temuan-temuan 
yang diperoleh.33  
                                                 
33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., 175. 

































c. Kriteria kebergantungan (dependability) yaitu untuk menaggulangi 
kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, 
pengumpulan data, interpretasi temuan dan pelaporan hasil penelitian. 
Kriteria kebergantungan dilakukan dengan teknik auditing yang bersifat 
objektif yaitu dengan memeriksakan kebenaran data serta penafsirannya 
kepada pembimbing.34 
d. Kepastian (Confirmability) diperlukan untuk mengetahui apakah data 
yang diperoleh objektif atau tidak. Objektif atau tidaknya data 
bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, 
pendapat dan temuan seseorang. Jika telah disepakati oleh beberapa 
orang atau banyak orang, maka dapat dikatakan objektif. Untuk 
menentukan kepastian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengkonfirmasi data dengan para informan, teman sejawat dan para ahli. 
Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan uji kebergantungan.35  
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.36 
                                                 
34 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial..., 89. 
35 Ibid. 
36 Ibid., 89. 

































Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 
kualitatif yang dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun 
data kuantitatif. Data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang 
berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan 
dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran 
atau sebaliknya. Sedangkan data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah 
dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau 
memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambar 
baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.  
Peneliti melakukan analisis data yang didapat dari wawancara, observasi 
dan dokumentasi menggunakan jenis penelitian kualitatif metode studi 
kasus. Mulyana memaparkan studi kasus adalah uraian dan penjelasan 
komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 
suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial.37  
Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus, karena peneliti 
ingin menggambarkan suatu aspek yang terdapat dalam YDSF berupa sistem 
pendayagunaan dana infak dan proses pengambilan keputusan penerima dana 
infak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara mendetail tentang sistem pendayagunaan dana infak dan model 
pengambilan keputusannya. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan 
bersamaan dengan pengumpulan data. Peneliti memperoleh data dari subjek 
                                                 
37 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 
201. 

































penelitian melalui wawancara. Data dari hasil wawancara yang berupa 
rekaman dan catatan-catatan penting kemudian diubah menjadi data dalam 
bentuk narasi. Setelah memperoleh data, peneliti membaca berulang-ulang 
agar mengerti benar data yang telah peneliti dapatkan. Selanjutnya hasil 
transkrip wawancara disortir dan disusun menurut sumber informasi. Setelah 
itu peneliti baca dengan seksama hasil wawancara untuk mendapatkan 
pengertian secara umum dari keseluruhan informasi. Kemudian peneliti 
menentukan tema-tema umum mengenai pernyataan yang dikemukaan 
informan. Setelah itu peneliti mulai melakukan analisis data yang 
direpresentasikan dalam narasi kualitatif.38 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai 
dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Penelitian ini terbagi 
atas lima bab dan dari kelima bab terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan 
yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika 
pembahasan adalah sebagai berikut: 
Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi 
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
                                                 
38 Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif..., 269-271. 

































Bab kedua, pembahasan tentang kerangka teori yang berisi tentang sistem, 
prosedur pendayagunaan dana infak, metode pendayagunaan dana infak, jenis-
jenis keputusan, model pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, 
dan teknik pengambilan keputusan. 
Bab ketiga, pembahasan tentang jenis-jenis program pendayagunaan dana 
infak, gambaran sistem pendayagunaan dana, dan proses pengambilan keputusan 
penerima dana infak.  
Bab keempat, merupakan analisis sistem yang digunakan YDSF sebagai 
dasar pendayagunaan dana infak dan analisi model pengambilan keputusan 
penerima dana infak di YDSF. 
Bab kelima, merupakan kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk 
memahami dan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah.   
 





A. Sistem Pendayagunaan Dana Infak
1. Pengertian Sistem
Makna sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
seperangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga 
membentuk suatu totalitas, atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, 
asas, dan metode.1 Menurut Nugroho Widjajanto menjelaskan bahwa: 
Sistem adalah suatu komponen yang memiliki bagian-bagian yang saling 
berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu 
input, proses, dan output.2 Input merupakan penggerak atau pemberi 
tenaga di mana sistem itu dioperasikan. Output adalah hasil operasi. 
Untuk pengertian yang lebih ringkas, output berarti yang menjadi 
tujuan, sasaran, atau target pengorganisasian suatu sistem. Sedangkan 
proses merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi output.3 
Ristono menjelaskan bahwa sistem adalah satuan yang terorganisir dari 
benda-benda yang berhubungan. Definisi formal dari sistem adalah:4 
a. Sistem merupakan gabungan dari beberapa komponen yang teratur. Hal
ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan khusus pada komponen-
komponen tersebut.
b. Sistem bekerja untuk menunjukkan sesuatu yang unik.
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), 1076. 
2 Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), 2. 
3 Ibid.,3. 
4 Agus Ristono, Pemodelan Sistem, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17-18. 

































c. Setiap komponen dalam sistem saling memberikan pengaruh. Perilaku 
dari sistem itu dapat berubah apabila salah satu komponen dipindahkan. 
Jadi tidak ada komponen yang independent dalam sistem. 
d. Komponen-komponen dalam sistem yang membentuk sebuah kelompok 
bisa jadi memiliki properti yang dapat membentuk subsistem. 
e. Sistem memiliki sesuatu yang ada di luar disebut juga sebagi lingkungan 
yang memberi input pada sistem dan menerima output dari sistem. 
f. Sistem diidentifikasi oleh seseorang sebagai kepentingan khusus dari 
pengamat. 
2. Pendayagunaan Dana Infak 
a. Pengertian Pendayagunaan 
       Pendayagunaan berasal dari kata “daya guna” yang diberi awalan 
“pe-” dan akhiran “-an” yang memiliki makna pengusahaan agar mampu 
mendatangkan hasil dan manfaat.5 Dengan kata lain dapat dijelaskan 
bahwa pendayagunaan yaitu memaksimalkan kegunaan atau 
peningkatan kegunaan. Dalam lingkup lembaga sosial khususnya 
lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, 





                                                 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., 242. 

































b. Pengertian Dana Infak 
Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk 
suatu maksud.6 Sedangkan pengertian infak menurut KBBI adalah 
pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk 
kebaikan.7 Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata anfaqa 
yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang 
mengeluarkan infak dinamakan munfiq dan orang yang menerima infak 
dinamakan mustah{iq (yang berhak). Dalam terminologi syariat, infak 
berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan 
untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.8  
Menurut undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat, infak  adalah harta  yang  dikeluarkan  oleh  perorangan  dan  atau  
badan  usaha  yang pemanfaatannya untuk kepentingan sosial.9 Menurut 
pandangan Arifin, infak adalah segala macam bentuk pengeluaran 
(pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang 
lain.10 
Berbeda dengan pandangan Ar Rahman bahwasannya infak yaitu 
mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infak ada 
yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, 
                                                 
6 Ibid.,234. 
7 Ibid.,431. 
8 Didin Hafiduddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah (Jakarta: Gema Insani Press, 
2002), 14. 
9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1, Angka 3. 
10 Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 173. 

































nadzar, zakat dan sebagainya. Infak sunnah diantaranya infak kepada 
fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan sebagainya.11 
Pengertian lain dari infak adalah setiap pengorbanan (pembelanjaan) 
harta dan semacamnya pada kebaikan. Dalam infak tidak ditentukan 
bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya 
(nisab)12 Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang 
memiliki nilai barang yang dikorbankan. Dan infak tidak pula 
ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya, maka infak boleh 
diberikan kepada siapa pun misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, 
dan sebagainya13. Infak sangat luas sasarannya untuk semua kepentingan 
pembangunan umat.  
Jika seseorang berinfak maka kebaikan infak akan kembali kepada 
dirinya (surah al-Baqarah: 272), tetapi jika ia tidak melakukan hal itu 
maka tidak akan jatuh kepada dosa.14 
Pada intinya pendayagunaan dana infak merupakan bentuk pemanfaatan 
sumber dana sosial secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai 
kemaslahatan bagi masyarakat khususnya umat muslim. Dalam penelitian ini 
yang dimaksud sistem pendayagunaan dana infak adalah seperangkat unsur 
atau komponen dari pendayagunaan dana infak yang saling bekerjasama 
                                                 
11 Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya (Jakarta: 
Lintas Pustaka, 2003), 9. 
12 QS. Ali Imran: 134 
13 QS. Al-Baqarah: 215 
14 Beni Kurniawan, Manajemen Sedekah: Metode Pelipatgandaan Harta dengan Mudah 
(Tanggerang: Jelajah Nusa, 2012), 19. 

































serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari masing-masing 
program pendayagunaan dana infak. 
3. Pola Pendayagunaan Zakat dan Infak 
Agar pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan secara efektif, maka 
aspek sosial ekonomi perlu mendapat penekanan. Terdapat dua macam 
pendekatan dalam sistem pendayagunaan zakat. Yaitu pendekatan parsial 
dan pendekatan struktural. 
Pendekatan parsial merupakan pendayagunaan yang langsung diberikan 
kepada fakir miskin yang bersifat insidentril dan rutin atau disebut juga 
pendayagunaan bersifat konsumtif.15 Pendekatan tersebut melihat kondisi 
mustah}iq yang mendesak untuk mendapat pertolongan. Sedangkan 
pendekatan struktural yaitu lebih menitikberatkan pada alokasi dana zakat 
yag bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana 
terrus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan 
diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki>.16 
Pada awalnya dana zakat dan infak lebih didominasi pada pola 
pendayagunaan yang bersifat konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk 
meringankan beban mustah}iq. Dan pola tersebut merupakan program jangka 
pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Namun saat ini 
pendayagunaan dana sosial baik zakat maupun infak mulai dikembangkan 
dengan pola pendayagunaan secara produktif. Terdapat empat sistem 
                                                 
15 Ridwan Mas’ud & Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 
Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 103. 
16 Ibid.,104. 

































pendayagunaan dana zakat menurut buku pedoman zakat Ditjen Bima Islam 
dan Urusan Haji Departemen Agama Republika Indonesia yang dikutip oleh 
Ali, diantaranya:17 
a. Sistem konsumtif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan kepada para 
mustah}iq untuk dimanfaatkan secara langsung oleh pihak yang 
bersangkutan, seperti zakat fitrah yang berupa beras dibagikan pada 
fakir miskin sebelum s}alat idul fitri atau zakat ma>l yang berupa uang 
diberikan kepada korban bencana alam. 
b. Sistem konsumtif kreatif, yaitu: dana yang dibagikan dengan bentuk 
yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk 
peralatan sekolah, beasiswa bagi pelajar, atau bantuan untuk sarana 
ibadah seperti mukena dan sarung. 
c. Sistem produktif tradisional, yaitu: dana yang dibagikan dalam bentuk 
barang-barang produktif, seperti alat-alat pertanian dan pertukangan 
untuk memulai sebuah usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir 
miskin. 
d. Sistem produktif kreatif, yaitu: zakat yang diwujudkan dalam bentuk 
permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan  
seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah 
maupun penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil. 
 
 
                                                 
17 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf  (Jakarta: UI Press, 1988), 62. 

































B. Pengambilan Keputusan 
1. Hakikat Pengambilan Keputusan 
“Pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara beberapa 
alternatif pemecahan masalah. Pada hakikatnya keputusan itu diambil jika 
pimpinan menghadapi masalah atau untuk mencegah timbulnya masalah 
dalam organisasi”.18 
Masalah bisa disebut sebagai pembuatan rencana kegiatan. Pengambil 
keputusan harus mampu memilih cara mana yang paling tepat dan yang akan 
digunakan untuk membuat rencana. Oleh karenanya informasi yang lengkap, 
aktual, dan tepercaya sangat diperlukan dalam proses pengambilan 
keputusan. 
Dalam hal pemecahan masalah, Wallas memberikan saran untuk melalui 
beberapa tahapan, diantaranya:19 
a. Tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup proses perumusan masalah, 
mnganalisis, mengumpulkan beberapa informasi yang relevan dan 
membuat alternatif-alternatif pemecahan masalah yang disertai 
konsekuensi masing-masing. 
b. Tahap iluminasi : digunakan untuk menenangkan pikiran dan perasaan. 
Tahap ini digunakan apabila dalam tahap persiapan tidak menemukan 
pemecahannya. 
c. Tahap inkubasi : tahap inkubasi merupakan tahap peralihan antara 
tahap persiapan dan tahap iluminasi. 
                                                 
18 Ibnu Syamsi, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 8. 
19 Ibid.,9. 

































d. Tahap verifikasi : tahap ini merupakan pemeriksaan ulang terhadap 
pemasalahannya untuk dipecahkan kembali. 
2. Pengertian Model Pengambilan Keputusan 
Hornby dalam Syamsi menyatakan bahwa Model is small scare 
reproduction or presentation of something, design to be copied. model 
merupakan percontohan yang mengandung unsur yang bersifat 
menyederhanakan, untuk ditiru (kalau perlu).20 
Pengambilan keputusan menurut Terry ialah “decision making can be 
defined as the selection of one behavior alternative from two or more 
possible alternative”.21 Tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu 
di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan.22 
Model pengambilan keputusan adalah “bentuk skema, sebuah 
mekanisme, atau prosedur yang digunakan dalam analisis sistem klausul 
yang hubungan tindakan dan konsekuensi tindakan”.23 
3. Macam-Macam Model Pengambilan Keputusan 
Mengenai klasifikasi model, Gullett dan Hiks membedakan ke dalam 
beberapa jenis, diantaranya:24 
 
 
                                                 
20 Ibid.,68. 
21 George R. Terry, Principles of Management (Richard D. Irwin Inc, Homewood Illinois, 1960), 
43. 
22 Ibid,.5. 
23 Sodiq Purwanto, “Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan..., 12. 
24 Ibnu Syamsi, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi...,73. 

































a. Model Probabilitas 
Probabilitas merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dalam 
suatu peristiwa tertentu. Model keputusan dengan konsep probabilitas 
dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap populasi atau 
sampel dari populasi tersebut. Sampel merupakan bagian yang dianggap 
mewakili keseluruhan populasi berkaitan dengan konsep nilai sekarang 
dan nilai harapan.25 
b. Model Matriks 
Model matriks menyajikan kombinasi antara strategi yang 
digunakan dan hasil yang diharapkan.26 Model matriks terdiri dari lajur 
dan baris. Lajur berbentuk menegak sedangkan baris bentuknya 
mendatar. Lajur berisi kondisi dan nilai harapan dalam kondisi dan 
situasi yang berlainan. Sedangkan baris berisi beberapa macap alternatif 
strategi. Model matriks ini bagi keputusan yang dibuat untuk satu kali 
secara menyeluruh. 
c. Model Pohon Keputusan (Decision Tree Model) 
Model ini merupakan diagram sederhana yang menunjukkan suatu 
proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam 
komponen-komponen, kemudian bibuatkan alternatif-alternatif 
pemecahan beserta konsekuensi masing-masing.27 





































Tipe analisis pembuatan keputusan mana yang akan digunakan 
sangat bergantung pada kemungkinan-kemungkinan yang secara rasional 
dapat dikemukakan terhadap masalah yang dihadapinya. Untuk 
keperluan tersebut dibutuhkan informasi yang lengkap up to date dan 
dapat dipercaya kebenarannya, sehingga memudahkan bagi pimpinan 
untuk mengambil keputusan dengan baik.28 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah dengan mengadakan 
identifikasi masalah utama. Kemudian masalah utama itu dirinci ke 
dalam masalah yang lebih kecil. Selanjutnya masalah yang sudah mulai 
dirinci itu kemudian dirinci lagi kedalam masalah yang lebih kecil lagi, 
begitu seterusnya sehingga merupakan diagram pohon yang bercabang-
cabang.29 
d. Model Kurva Indifferent 
“Kurva indifferent merupakan kurva yang berbentuk baris di mana 
setiap titik yang berada pada garis kurve tersebut mempunyai tingkat 
kepuasan atau kemanfaatan yang sama”.30 
e. Model Simulasi Komputer 
“Model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada 
yang dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan yang 
sesungguhnya. Dalam pengambilan keputusan diperlukan rancang 





































bangun yang biasanya menggunakan komputer yang mampu menirukan 
apa yang dilakukan oleh organisasi”.31 
4. Dasar Pengambilan Keputusan 
Dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan pada perasaan 
(intuisi), rasio, fakta, pengalaman, atau wewenang tergantung dari 
permasalahannya.32 
a. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini bersifat subjektif yaitu 
dengan menggunakan inner feeling yang bersifat subjektif dan mudah 
terkena pengaruh luar, sugesti, rasa lebih suka yang satu daripada yang 
lain, dan faktor kejiwaan lainnya. Pengambilan keputusan yang intuitif 
sangat diperlukan apabila menghadapi masalah yang sangat peka 
terhadap perasaan seperti masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. 
b. Pengambilan keputusan rasional banyak berkaitan dengan pertimbangan 
dari segi daya guna. Daya guna atau efisiensi merujuk pada perbandingan 
antara hasil yang diperoleh dengan pengorbanan-pengorbanan yang harus 
dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Untuk mengukur suatu 
kegiatan itu berdaya guna atau tidak, maka harus ada standard 
sebelumnya. Dapat dikatakan efisien, apabila hasil yang dicapai di atas 
hasil bakunya. Masalah-masalah yang dihadapinya juga merupakan 
masalah-masalah yang memerlukan pemecahan rasional.33 





































c. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta berkaitan dengan data dan 
informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis 
disebut data. Sedangkan informasi adalah hasil penglahan dari data. Data 
harus diolah terlebih dahulu sehingga menjadi informasi. Kemudian 
informasi ini yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Keputusan yang dibuat berdasarkan fakta dapat dikatakan sehat, valid, 
dan baik.34 
d. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi 
pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan memprakirakan apa 
yang menjadi latar belakang masalah dan arah penyelesaiannya sangat 
membantu dalam pemecahan masalah. Karena berpengalaman, seseorang 
telah dapat menduga suatu permasalahan meskipun dengan hanya 
melihat sekilas saja dan dapat menyelesaikannya menggunakan alternatif 
masalah yang dianggap paling baik. 
e. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang pimpinan organisasi 
memiliki beberapa keuntungan, yakni: 1) usually readily accepted, 2) 
process authenticity, 3) provide permanency. Akan tetapi juga 
menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatoral. 
5. Proses Pengambilan Keputusan 
“Setiap keputusan yang telah diambil merupakan perwujudan dari 
kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu analisis proses pengambilan 
                                                 
34 Ibid. 

































keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Dunn 
menyatakan bahwa komponen-komponen proses kebijakan meliputi”:35 
a. Masalah kebijakan (policy problems) 
b. Alternatif kebijakan (policy alternatives) 
c. Tindakan kebijakan (policy actions) 
d. Hasil kebijakan (policy outcomes) 
e. Pola pelaksanaan kebijakan (policy preformance). 
Antara komponen yang satu dengan komponen berikutnya terdapat 
metode yang dapat dipergunakan, misalnya antara komponen (1) masalah 
kebijakan dan komponen (2) alternatif kebijakan, terdapat metode prakiraan. 
Ini berarti bahwa untuk memecahkan masalah perlu menggunakan metode 
prakiraan yang akan menghasilkan alternatif-alternatif keputusan untuk 
memecahkan masalah atau bisa juga alternatif-alternatif keputusan itu berisi 
prakiraan tentang akibatnya, karena dalam prakiraan tersebut dikemukakan 
konsekuensinya, baik bersifat positif maupun negatifnya. 
Antara alternatif kebijakan dan tindakan kebijakan digunakan metode 
rekomendasi kepada pimpinan untuk memilih satu di antara alternatif yang 
dianggap paling tepat dalam memecahkan masalah. Apabila pimpinan dapat 
menerimanya, maka pimpinan kemudian mengambil keputusan. 
Antara tindakan kebijakan dengan hasil kebijakan diperlukan suatu 
metode pemantauan yang cukup cermat. Pemantauan ini sangat diperlukan 
                                                 
35 Ibid.,34-35. 

































agar alternatif yang dipilih dan diputuskan tersebut benar-benar sudah tepat. 
Apabila kurang tepat maka bisa segera dihentikan. 
Antara hasil pelaksanaan keputusan dan pola pelaksanaan kebijakan 
perlu diadakan evaluasi dengan menggunakan cara yang tepat. Kalau 
ternyata hasil evaluasinya menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan 
dianggap kurang berhasil, maka kembali pada komponen alternatif kebijakan 
untuk mengganti alternatif yang lain. Akan tetapi kalau hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan dinyatakan baik, maka pola 
pelaksanaan dibuat untuk selanjutnya. Selanjutnya pola pelaksanaan 
kebijakan dijadikan kesimpulan, bahwa untuk selanjutnya apabila 
menghadapi masalah yang sama dengan kondisi yang sama, maka 
pemecahan masalah yang pernah dilakkukan itu dijadikan pola. Penggunaan 
pola ini merupakan kesimpulan praktis. 
“Terdapat  pendapat lain yang memiliki kemiripan dengan Dunn, yaitu 
dalam rangka untuk mengambil keputusan diperlukan beberapa langkah 
secara berturut-turut yaitu”:36 
a. Mengidentifikasi Masalah 
Apabila suatu organisasi menghadapi permasalahan, maka harus 
dipastikan terlebih dahulu bahwa memang itu benar-benar masalah dan 
bukan sekadar isu. Massalah merupakan persoalan yang harus 
dipecahkan, sedangkan isu merupakan persoalan yang hanya perlu untuk 
                                                 
36 Ibid.,39. 

































dibicarakan saja.37 Untuk melakukan identifikasi, diperlukan pencatatan 
terhadap data yang berupa komponen permasalahan agar dianalisis lebih 
jauh.38 
b. Mengadakan Analisis Permasalahan 
Apabila permasalahan itu dianggap serius, maka harus ditetapkan 
batas-batas permasalahan tersebut. Dengan begitu, maka pemecahannya 
menjadi lebih tertuju. Jadi harus ditemukan unsur pembatas dan unsur 
penentunya. Data permasalahan dipilah antara yang relevan dan yang 
tidak relevan.39 Kemudian diteliti dan dianalisis apa yang menjadi 
penyebab timbulnya masalah. Untuk mengetahui penyebab timbulnya 
masalah maka harus diperoleh data atau informasinya.  
c. Membuat Alternatif Pemecahan 
Setelah mengetahui penyebab timbulnya masalah, kemudian 
dibuatkan beberapa alternatif pemecahannya dengan berprinsip pada 
efisiensi.  
d. Membandingkan Beberapa Alternatif 
Untuk mengambil keputusan tersedia beberapa alternatif 
pemecahan masalah. Masing-masing alternatif juga telah disertai 
keunggulan dan kelemahan. Kemudian memilih alternatif yang dianggap 
paling baik.40 
e. Mengambil Keputusan dengan Pasti 






































Apabila sudah ada alternatif pemecahan masalah yang dipilih, maka 
pengambil keputusan harus tegas untuk menetapkan dengan pasti 
keputusan yang diambilnya. Dengan demikian, maka pimpinan dan para 
pelaksananya juga mendapat pegangan dalam bertindak.41 
f. Melaksanakan Keputusan dan Memantaunya 
Setiap langkah atau tahap dalam perjalanan pelaksanaan harus 
selalu diikuti dengan pemantauan. Dari situ akan diketahui apakah 
pelaksanaan itu masih sesuai dengan harapan atau tidak.42 
g. Mengevaluasi Hasil 
Ada kemungkinan bahwa hasil dari pelaksanaan keputusan itu 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dalam setiap langkah 
pelaksanaan harus diikuti dengan evaluasi. Setiap langkah diadakan 
pemantauan, hasilnya segera dievaluasi untuk menentukan apakah 
pelaksanaannya itu masih sesuai dengan yang diharapkan.43 Hasil 
langkah pemantauan berikutnya diadakan evaluasi. Jadi antara 
pemantauan dan evaluasi itu silih berganti. Sebab hasil pemantauan itu 
dijadikan bahan untuk evaluasi. Apabila waktu yang telah ditetapkan 
belum habis, namun dari hasil pemantauan dan evaluasi itu sudah 
menunjukkan penyimpangan, maka tidak perlu menunggu waktu sampai 
habis. Harus segera mengganti alternatif yang lain. 
 





































6. Jenis Pengambilan Keputusan 
Secara umum jenis pengambilan keputusan dapat dikategorikan ke 
dalam dua bentuk, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak 
terprogram.44 
a. Keputusan Terprogram 
“Keputusan terprogram merupakan tindakan menjatuhkan pilihan 
yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam 
organisasi. Keputusan terprogram biasanya menyangkut pemecahan 
masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan 
pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi”.45 Tjiptono juga 
menjelaskan keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat 
menurut kebiasaan, aturan, dan prosedur. Keputusan tersebut cenderung 
dilakukan berulang-ulang dan rutin.46 Diasumsikan bahwa informasi 
yang didapatkan harus lengkap dan relevan untuk menunjang proses 
pengambilan keputusan. 
b. Keputusan tidak terprogram 
“Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang berkenaan 
dengan masalah-masalah baru, khusus dan biasanya tidak terstruktur”.47 
Keputusan tidak terprogram muncul sebagai akibat dari suatu situasi di 
mana ada suatu kemendesakan untuk segera mengambil tindakan dan 
                                                 
44 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan (Jakarta: CV Haji Masagung, 
1993), 25. 
45 Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management (Yogyakarta: Andi, 2003), 184. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 

































memecahkan masalah yang timbul. Biasanya keputusan ini bersifat 
repetitif, tidak terstruktur dan sukar mengenali bentuk, hakikat dan 
dampaknya. Dalam menanggapi keputusan tersebut, seorang manajer 
lebih cenderung menggunakan pertimbangan-pertimbangan (judgement), 
intuisi dan kreativitas. Mengingat persoalan baru mungkin jauh berbeda 
dengan persoalan-persoalan sebelumnya dan perlu cara pengambilan 
keputusan yang unik.48 
  
                                                 
48 Johannes Supranto, Teknik Pengambilan Keputusan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3. 







       Gagasan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya 
bermula dari keinginan beberapa pengurus Yayasan Masjid Al-Falah, untuk 
meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Falah 
yang pertama, H. Abdul Karim (Alm). 
Hampir setiap hari selepas menunaikan s}olat s}ubuh, beliau mempunyai 
kebiasaan berkeliling di daerah pinggiran kota Surabaya untuk melihat 
keadaan masjid/mus}olla> yang sedang dibangun. Apabila beliau menjumpai 
pembangunan yang nampak terbengkalai, beliau segera menghubungi 
beberapa hartawan muslim untuk diajak bersama-sama menuntaskan 
kesulitan pembangunan tersebut. 
Dari kebiasaan beliau yang mulia ini, muncullah ide untuk 
melembagakannya dan mengelolanya secara baik. Ide tersebut segera 
memperoleh dukungan dari beberapa pengurus dan aktivis muda Masjid Al-
Falah. Setelah melalui proses rapat dan persiapan yang cukup matang, pada 
tanggal 1 Maret 1987 secara resmi didirikanlah YDSF Surabaya yang 
diketuai oleh H. Abdul Karim. 
Akan tetapi YDSF Surabaya belum lagi beroperasi, nampaknya Allah 
Swt. berkehendak lain, karena H. Abdul Karim berpulang terlebih dahulu ke 



































Rahmatullah. Meninggalnya beliau tidak mengurangi semangat calon 
pengurus lainnya, bahkan menjadi pemicu untuk segera melaksanakan ide 
beliau yang sangat baik ini. Mereka, kawan-kawan beliau segera 
melembagakan YDSF Surabaya dan menunjuk Ir. H. Abdul Kadir Baraja 
sebagai ketuanya, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua. 
YDSF Surabaya adalah lembaga sosial keagamaan yang memiliki 
legalitas hukum, hal ini diperkuat dengan Akta Notaris Abdul Razaq 
Ashiblie, S.H. Nomor 31 tanggal 14 April 1987. Dua tahun setelah lembaga 
ini beroperasi, dikuatkan lagi dengan mendapatkan rekomendasi dari Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor B.IV/02/HK.03/6276/1989. 
Agar yayasan yang baru dibentuk ini dapat segera beroperasi, maka 
ditempatilah untuk sementara ruang lantai II Masjid Al-Falah sebagai kantor 
YDSF Surabaya. Sistem operasional YDSF Surabaya pada awalnya belum 
banyak menggunakan tenaga. Saat itu, YDSF Surabaya hanya ditangani oleh 
3 (tiga) orang full time yang secara aktif memikirkan perkembangannya. 
Mereka adalah Drs. H. Hasan Sadzili (Alm) sebagai Kepala Kantor, H. Nur 
Hidayat sebagai Sekretaris, dan Syahid Haz (Alm) sebagai Koordinator Juru 
Penerang dan Juru Pungut Infaq. 
Sejalan dengan perkembangan kegiatan yayasan, kantor operasional pun 
berpindah ke Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 Surabaya dengan mengambil salah 
satu ruangan di lingkungan Lembaga Pendidikan Al-Falah (LPF). Dalam 
waktu yang tidak lama, kegiatan YDSF Surabaya semakin hari semakin 
bertambah. Jumlah donatur yang semula hanya beberapa ratus orang 



































bertambah menjadi ribuan orang, begitu juga dengan jumlah karyawannya 
yang semula hanya tiga orang bertambah menjadi belasan orang. Karena 
dinilai kantor di Jl. Taman Mayangkara 2 – 4 ini sudah tidak representatif 
lagi, maka pada bulan Juni 1992 kantor operasional YDSF Surabaya 
berpindah ke Jl. Darmokali 23A Surabaya. 
Di kantor Darmokali ini, kegiatan YDSF Surabaya semakin bertambah 
banyak. Kepala Kantor pun mengalami beberapa pergantian. Dari Drs. H. 
Hasan Sadzili dialihkan ke Ir. Bimo Wahyu Wardoyo, dan kemudian 
digantikan oleh Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (mantan Menteri 
Pendidikan & Kebudayaan RI). Pada periode Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, 
DEA, istilah Kepala Kantor diganti dengan Direktur. Dengan masuknya Dr. 
Ir. H. Mohammad Nuh, DEA sebagai Direktur YDSF, profesionalisme kerja 
YDSF Surabaya semakin nyata. Semangat para pelaksana (karyawan YDSF 
Surabaya) semakin bertambah, kegiatan kantor dengan program-programnya 
pun semakin bertambah. Pada pertengahan tahun 1995, karena pemikiran-
pemikiran beliau sangat dibutuhkan untuk pengembangan YDSF Surabaya, 
beliau diminta menjadi salah seorang pengurus, sedangkan jabatan Direktur 
diamanahkan kepada Kasim Achmad (Alm). 
Karena perkembangan donatur YDSF semakin hari semakin bertambah 
jumlahnya, ditambah lagi dengan kegiatan layanan YDSF Surabaya yang 
semakin banyak jumlahnya, maka diputuskan untuk segera mencari lokasi 
baru yang tidak saja representatif bagi mobilisasi kegiatan kantor YDSF 



































Surabaya, tapi juga berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan 
YDSF Surabaya secara keseluruhan. 
Pada tanggal 31 Mei 1996, kantor YDSF Surabaya berpindah ke Jl. 
Manyar Kertoarjo V-23 Kav. 1 Surabaya, yaitu sebuah ruko berlantai 3 milik 
salah seorang pengurus YDSF Surabaya. Sekitar 8 tahun di kantor Manyar 
Kertoarjo ini, terjadi beberapa kali pergantian Direktur. Dari Kasim Achmad 
ke Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. (Alm), dan kemudian ke drh. H. Hamy 
Wahjunianto. 
Pada tanggal 25 Desember 2004, YDSF Surabaya berpindah menempati 
gedung kantor milik sendiri hingga kini di Jl. Kertajaya VIII-C/17 Surabaya. 
Empat tahun setelah berpindah ke lokasi ini (2008) jabatan Direktur dari drh. 
Hamy Wahjunianto dipercayakan kepada Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. Status 
jabatan tersebut ’sementara’ karena Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc. juga 
menjabat sebagai Sekretaris Pengurus YDSF Surabaya. 
Kini, amanah Direktur Pelaksana YDSF Surabaya diserahkan kepada 
Jauhari Sani sejak 1 Mei 2011. Sebelumnya beliau menjabat Kepala Divisi 
Pendayagunaan YDSF. Jauhari meniti karir di YDSF sejak 1993 sebagai staf 
Data. Lalu berturut-turut menempati posisi sebagai Manajer Data (1997), 
Senior Manajer Area III Data dan Media (2002), Direktur Pusat Layanan 
Sosial Masyarakat YDSF (2005) dan Kepala Divisi Pendayagunaan (2008).1 
                                                          
1 Yayasan Dana Sosial Al-Falah, “Menengok Sejenak Perjalanan YDSF”, dalam www.ydsf.org, 
diakses pada 19 April 2017. 



































Bulan September 2017 ini, YDSF Surabaya didukung oleh 275.001 
donatur2 dan dana hasil penghimpunannya diberdayakan untuk 5 program 
(bidang garap) yaitu; Pendidikan, Yatim, Dakwah, Masjid, dan 
Kemanusiaan. 
2. Visi dan Misi YDSF  
a. Visi  
YDSF Surabaya sebagai lembaga sosial yang benar-benar amanah 
serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan 
martabat umat Islam, khususnya di Jawa Timur. 
b. Misi 
Mengumpulkan dana masyarakat / umat baik dalam bentuk zakat, 
infaq, s}adaqah, maupun lainnya dan menyalurkannya dengan amanah, 
serta efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan: 
1) Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam; 
2) Menyantuni dan memberdayakan anak-anak yatim, miskin, dan 
terlantar; 
3) Memberdayakan operasional dan fisik masjid serta memakmurkannya; 
4) Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan pada 
dai, khususnya yang berada di daerah pedesaan/terpencil; 
5) Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang 
mengalami musibah. 
 
                                                          
2 Majalah Al Falah Edisi 354 September 2017. 



































3. Struktur Organisasi YDSF Surabaya 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi YDSF Surabaya3 
 
 
Keterangan Staf dan Jabatannya:4 
a. Direktur Pelaksana  : Jauhari Sani 
b. Satuan Pengawas Internal  : Wisnu Barata dan Syamsir 
c. Staf Ahli  : - 
d. Kadiv. Penghimpunan  : Arif Prasojo 
e. Kadiv. Pendayagunaan  : H. M. Machsun 
f. Kadiv. Keuangan  : Hj. Enik Cahyani 
g. Manajer Penghimpunan  : Imam Zakaria 
h. Manajer Marketing  : Khoirul Anam 
i. Manajer Layanan Donatur  : Ragil Prawito 
                                                          
3 Dokumentasi dan Arsip Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. 
4 Ika Mardiana, Wawancara, Surabaya, 5 Juni 2017. 



































j. Manajer Zakat dan Kemanusiaan  : Imron Wahyudi 
k. Manajer Pendidikan dan Yatim  : M. Guruh Hanafia 
l. Manajer Dakwah dan Masjid  : A. Basuki 
m. Manajer Survei  : Herman Khoirul 
n. Manajer Keuangan  : M. Mastur 
o. Manajer Perencanaan Anggaran  : Katon Basuki 
p. Manajer Akuntansi  : Ikhwan Trimaryono 
q. Manajer Umum  : Eko Agus 
r. Manajer SDM  : Affi Nurhadian 
s. Manajer IT  : Eko Sutrisno 
4. Tugas dan Wewenang : 
a. Direktur Pelaksana : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
kegiatan YDSF. 
b. Wakil Direktur : Membantu Direktur Pelaksana membuat 
action plan strategis. 
c. SPI : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
tugas semua satuan kerja, baik struktural, 
fungsional, maupun yang non-struktural, 
seperti mitra lembaga dan sebagainya, agar 
dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
peraturan lembaga yang berlaku. 
d. Divisi Penghimpunan 
1) Bagian ZIS bertugas menghimpun donasi dari para donatur. 



































2) Bagian Marketing bertugas mendapatkan donasi dan donatur baru. 
3) Bagian Layanan Donatur bertugas memelihara donatur dan membina 
donatur. 
e. Divisi Pendayagunaan : Melaksanakan pendayagunaan ZIS  untuk 
disalurkan kepada program zakat &  
kemanusiaan, pendidikan & yatim, dakwah 
& masjid, yang ada pada lembaga-lembaga 
dan perorangan yang layak menerima. 
Bagian survey bertugas memeriksa dan 
mengevaluasi kelayakan calon mustah}iq. 
f. Divisi Keuangan : Bertugas mengelola dan mengevaluasi 
keluar masuknya dana dan menyediakan 
informasi laporan keuangan beserta 
pendukungnya sebagai dasar pembuatan 
keputusan manajemen. 
g. Divisi Umum : Bertugas mendata, mengarsip, 
mengomunikasikan seluruh kegiatan YDSF 





                                                          
5 Arsip YDSF tentang Job Description masing-masing divisi. 



































B. Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana di YDSF 
1. Sasaran Pendayagunaan 
Pendistribusian atau pendayagunaan merupakan bagian terpenting 
dalam membentuk prestasi sebuah lembaga sosial khususnya lembaga zakat. 
Agar lahan dakwah semakin meluas, maka bentuk pendayagunaan dana 
YDSF selain berupa bantuan untuk mustah}iq perorangan, juga disalurkan ke 
banyak lembaga atau yayasan dengan cara membentuk kerjasama. Mitra-
mitra YDSF dalam bidang pendidikan dan dakwah misalnya ummi 
foundation, UNIDA Gontor Ponorogo, pesantren Sidogiri Pasuruan, 
UNESA, sekolah-sekolah Islam swasta Surabaya, dan tahanan Medaeng 
Surabaya.6 Dalam bidang kemanusiaan (lembaga Aksi Cepat Tanggap, 
Aliansi Kemansiaan Indonesia untuk Myanmar). 
Untuk mengoptimalkan pendistribusian dana bagi individu atau 
lembaga, YDSF Surabaya menyusun skala prioritas agar tepat sasaran. 
Divisi pendayagunaan YDSF Surabaya memiliki tim survey dan seleksi yang 
bertugas secara intensif mendatangi lokasi dan melihat satu persatu kondisi 
mustah}iq yang melakukan pengajuan. 
YDSF Surabaya mengutamakan wilayah pendistribusian terdekat di 
mana dana tersebut dikumpulkan, yaitu mengutamakan distribusi dana di 
wilayah Jawa Timur. Kemudian jika ada dari daerah lain yang mendesak 
untuk dibantu maka area sasarannya bisa meluas sampai ke luar wilayah 
                                                          
6 Dari beberapa sumber wawancara, 



































Jawa Timur. Bahkan sampai ke luar negara, seperti bantuan dana untuk 
Somalia dan muslim Rohingya. 
2. Program Pendayagunaan (Bidang Garap) YDSF7 
YDSF memiliki lima program pendayagunaan yang dikelompokkan 
kedalam tiga bidang manajerial diantaranya: 1) manajemen bidang 
pendidikan dan yatim, 2) manajemen bidang dakwah dan masjid, dan 3) 
manajemen bidang zakat dan kemanusiaan. 
a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
1) Bantuan Fisik Pendidikan 
2) Pena (Peduli Anak) Bangsa 
3) Pembinaan Guru Islam 
4) Pembinaan SDM Strategis 
5) Kampung Al Quran 
b. Memberikan Santunan Yatim Piatu 
1) Program Yatim Non Panti 
2) Program Yatim Panti 
3) Bedah Panti 
4) Beasiswa Yatim 
5) Modal Usaha untuk Orang Tua yatim 
6) Operasional Panti Yatim 
7) Bantuan Pengasuh Yatim 
 
                                                          
7 http://ydsf.org/tentang-kami/program (diakses pada 24 Mei 2017). 



































c. Merealisasikan Dakwah Islamiyah 
1) Dakwah Perkotaan 
 Bantuan Kegiatan 
 Layanan Ceramah 
 Pembinaan Diklat Dai / Imam Masjid 
 Pembinaan Tahanan Medaeng 
2) Dakwah Pedesaan  
 Syiar Dakwah Pedesaan 
 Upgrading Dai 
 Sinergi Dakwah Program FOZ 
 Wakaf Al Quran 
d. Memakmurkan Masjid 
1) Bantuan Fisik  
2) Pemakmuran Masjid 
 Upgrading Imam Masjid 
 Pelatihan Manajemen Masjid 
 Optimalisasi Fungsi Masjid 
e. Peduli Kemanusiaan 
1) Program Desa Mandiri dan Program Ekonomi Desa 
2) Pemberdayaan Ekonomi Kota dan Desa 
3) Tanggap Bencana  
4) Layanan Klinik Sosial 
5) Unit Aksi Cepat 



































6) Semarak Ramad}an  
7) SaTe (Salur-Tebar) Hewan Qurban 
8) Zakat 
9) Fakir/Miskin 
10) Santunan Gho>rimi>n 
11) Fi> Sabi>lilla>h 
12) Santunan Mualaf 
13) Santunan Ibnu Sabil 
3. Penentuan Alokasi Dana Pendayagunaan YDSF 
Porsi dana yang dialokasikan untuk pendayagunaan ditentukan 
berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Yayasan (RKAY). RKAY merupakan 
perencanaan anggaran yang dibuat setiap satu tahun sekali oleh masing-
masing divisi. Yaitu divisi keuangan, divisi penghimpunan, dan divisi 
pendayagunaan. 
RKAY berisi target dana yang akan dikeluarkan atau direalisasikan 
pada tahun mendatang dengan melihat evaluasi dari tahun sebelumnya. 
RKAY juga berisi rincian besaran dana yang akan direalisasikan pada 
masing-masing bidang beserta breakdown (rincian program) dan estimasi 
jumlah dana yang dikeluarkan kepada program-program yang ada di lima 
bidang YDSF. 
RKAY Pendayagunaan dibuat oleh masing-masing bidang dan 
Penanggung Jawab (PJ) program-program pendayagunaan. Kemudian 
dirapatkan kepada internal divisi untuk dikritisi dan diperbaiki. Setelah rapat 



































internal divisi dirasa sudah cukup, kemudian hasilnya dikompilasi oleh 
sekretaris divisi dan dirapatkan dalam Pra Rencana Kerja (Pra Raker) 
bersama divisi-divisi yang lain. Pra raker menghasilkan RKAY YDSF dan 
dikompilasi oleh bagian umum. Hasilnya baru diajukan kepada direktur dan 
dilaksanakan rapat pengurus dalam raker tahunan. Kemudian dihasilkan 
RKAY untuk tahun berikutnya.8 
Berdasarkan RKAY pendayagunaan, semua dana infak yang terhimpun 
di YDSF, sebesar 85% disalurkan untuk pendayagunaan.9 Selebihnya yaitu 
sebesar 15% digunakan untuk biaya operasional. Sedangkan pendayagunaan 
dana zakat sebesar 87,5% disalurkan kepada mustah}iq dan 12,5% untuk 
amil/lembaga. 
a. Pendayagunaan Infak 
Porsi penyaluran untuk masing-masing program infak sesuai dengan 
RKAY yaitu: 
1) Program Pendidikan 30%10 
2) Program Dakwah 25% 
3) Program Masjid 10% 
4) Program Yatim 15% 
5) Program Kemanusiaan 20% 
b. Operasional 
1) Beban gaji dan kesejahteraan karyawan 
                                                          
8 M. Machsun, Wawancara, Surabaya, 28 September 2017. 
9 Ahmad Basuki, Wawancara, Surabaya, 10 Juli 2017. 
10 Ibid., didukung dengan Arsip YDSF tentang RKAY dan Realisasi untuk Periode yang Berakhir 
Juli 2017. 



































2) Beban administrasi kantor dan umum 
3) Beban marketing, humas, dan penghimpunan 
4) Manajemen layanan donatur 
c. Pendayagunaan Zakat 
Pendayagunaan zakat disalurkan kepada 7 (tujuh) as}naf (fakir, 
miskin, amil zakat, gho>rimi>n, fi> sabi>lilla>h, mualaf, ibnu sabil). 
 
C. Mekanisme Penyaluran  Dana  pada Bidang Pendayagunaan YDSF 
Mekanisme penyaluran dana infak di YDSF terdapat dua sistem 
pendayagunaan yaitu sistem pendayagunaan dengan melalui pengajuan dari 
mustah}iq dan sistem pendayagunaan tanpa melalui pengajuan dari mustah}iq. 
1. Sistem Pendayagunaan dengan Melalui Pengajuan dari Mustah}iq 
Mekanisme penyaluran dengan sistem ini dilakukan secara paten dan 
berulang-ulang untuk lima bidang garap yang telah tertera pada katalog 
program pendayagunaan YDSF. Caranya calon mustah}iq harus melakukan 
pengajuan dengan menyerahkan berkas pengajuan bantuan dalam bentuk 
proposal atau syarat-syarat yang diperlukan untuk masing-masing bidang. 
a. Alur Pemohonan Bantuan Secara Umum dan Detail 
 Secara umum alur permohonan bantuan mulai dari pengajuan 
















































1) Calon mustah}iq mengajukan proposal bantuan yang memenuhi 
syarat-syarat utama pada masing-masing program. 
2) Berkas pengajuan (proposal) di-entry secara online oleh 
karyawan Front Office (FO) atau relawan entry data. 
3) Setelah data masuk pada Sistem Informasi Manajemen, bagian 
survey mulai menyusun jadwal survey dari setiap pengajuan 
sesuai antrian. 
4) Hasil survey dimusyawarahkan melalui forum rapat yang 
dihadiri oleh staf survey, penanggung jawab program, dan 
manajer program. 
Rapat menghasilkan : penolakan atau penerimaan proposal dan 
penentuan jumlah bantuan. 
5) Pencairan dana bantuan. Mustah}iq menandatangani berkas 
persetujuan bantuan yang disaksikan oleh PJ Program dan 
ditandatangani oleh Direktur Pelaksana. 
 



































 Secara detail, prosedur penerimaan proposal adalah sebagai berikut: 
Gambar 3.3 
Detail Prosedur Penerimaan Proposal 
 
 
1. Mustah{iq  
 Mustah{iq mengajukan proposal ke YDSF. 
 Datang langsung  
 Via Pos / e-mail 
2. Front Office (FO) Pendayagunaan 
 Menerima bukti fisik proposal baik secara langsung atau e-mail 
yang diajukan. 
 Mengecek kelayakan dan kelengkapan proposal. 
 Jika pengajuan bantuan yang datang lengkap maka diterima dan 
dibuatkan tanda terima untuk mustah{iq dengan rangkap 3, 



































(Proposal, mustah{iq, dan arsip program), tetapi jika proposal tidak 
lengkap maka pengajuaan tidak diterima terlebih dahulu. 
 Jika pengajuan bantuan lewat e-mail, maka tetap diterima dan 
dicek kelengkapan, jika tidak lengkap maka 1 hari setelah berkas 
diterima, FO segera konfirmasi dan menyampaikan kepada 
mustah{iq untuk segera dilengkapi agar bisa di-entry di database. 
b. Prosedur Proses dan Realisasi Pengajuan Proposal11 
Setelah tugas FO selesai, maka diteruskan kepada staf data, bidang 
program dan bidang survey. 
1) Staf Data 
 Menerima fisik proposal dari FO dan diikuti form serah terima 
fisik proposal. 
 Melakukan pengecekan dan pemilahan proposal kembali dari FO. 
 Jika serah terima ini valid atau sesuai maka staf data melakukan 
pemilahan dan distribusi ke manajer program diikuti form serah 
terima. 
2) Manajer /Bidang Program 
 Menerima fisik proposal dari staf data dan diikuti form serah 
terima fisik proposal. 
 Melakukan validasi proposal dengan kriteria sebagai berikut: 
(layak survey, usulan ditolak, usulan dirapatkan dengan 
kebijakan/otoritas). Hasil validasi tersebut segera di-input dalam 
                                                          
11 Herman Khoirul, Wawancara, Surabaya, 08 September 2017 dan Arsip Management Survey 
YDSF Tahun 2016. 



































database agar status proposal jelas dan apabila ada pertanyaan dari 
mustah{iq, bisa segera dijawab. 
3) Manajer/Bidang Survey 
 Menerima hasil validasi dari manajer program dan diikuti form 
serah terima berupa rekapan data hasil validasi program. 
 Bidang survey melakukan rapat internal survey. 
 Bidang survey menjadwal dan mendistribusikan hasil validasi dari 
program secara online ke Relawan Survey dan Kemanusiaan 
(RSK) di Jawa Timur. 
 Tim RSK melakukan survey lapangan. 
 Tim RSK melakukan Update hasil survey melalui online. 
 Bidang survey memvalidasi hasil survey RSK via online. 
 Bidang survey me-back up hasil survey.12 
4) Kepala Divisi Pendayagunaan 
 Bidang program dan kepala divisi mengagendakan rapat hasil 
survey. 
 Rapat realisasi proposal dihadiri PJ program, manajer program, 
bidang survey, sekretaris divisi dan kepala divisi pendayagunaan. 
 Hasil rapat keputusan bantuan ditembuskan kepada sekretaris 
divisi dan bidang program. 
 
 
                                                          
12 Ibid. 



































5) Sekretaris Divisi  
 Menerima hasil rapat keputusan dan melakukan pemberkasan hasil 
rapat. 
 Hasil rapat ditembuskan ke bidang program untuk di-update di 
database SIM.  
6) Manajer/Bidang Program 
 Bidang program setelah menerima rekapan hasil keputusan Bantu 
atau Tolak, segera di-update di Database SIM. 
 Bidang program memasangkan akun dan membuat Form 
Pengajuan Anggaran (FPA). 
 Bidang program meagendakan surat bantu dan tolak untuk dikirim 
ke mustah{iq. 
 Bidang program merealisasi dan update penerima bantuan di 
database SIM. 
 Selesai. {(Skema prosedur proses dan realisasi pengajuan proposal 
terdapat dalam lampiran 1) 
7) Pengajuan FPA 
 Staf program membuat FPA, Form Permintaan Kasbon (FPK)  dan 
lampiran realisasi bantuan. 
 Staf program mengajukan FPA dan FPK di divisi keuangan. 
 Divisi keuangan menyiapkan pencairan uang. 
 Staf program merealisasikan bantuan ke mustah{iq. 



































 Staf program membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan 
lampiran disertai Bukti Kas Keluar (BKK) untuk diserahkan ke 
divisi keuangan. 
 Selesai. 
c. RSK (Relawan Survey dan Kemanusiaan) beserta Alur Kerjanya 
Tim RSK merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan program 
pendayagunaan. Karena peran mereka yang sangat dibutuhkan untuk 
memperoleh informasi mustah{iq. Manfaat dibentuknya RSK yaitu untuk 
memudahkan YDSF dalam survey lokasi mustah{iq di tiap-tiap 
kabupaten di Jawa Timur dan untuk memudahkan YDSF dalam bantuan 
kemanusiaan berupa program tanggap bencana. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Bapak Arif Susanto, staf survey YDSF berikut: 
Dibentuknya RSK ini untuk memudahkan tim survey di pusat 
karena jumlah proposal yang masuk per tahun kemarin ada 5000 
lebih. untuk itu dibentuklah relawan survey dan kemanusiaan yang 
mempunyai tugas di tiap-tiap kabupaten di wilayah Jawa Timur. 
Manfaatnya yaitu yang pertama memudahkan kita survey dan untuk 
memudahkan kemanusiaan. Dalam hal ini kemanusiaan bisa untuk 
tanggap bencana, jadi kita punya orang-orang di situ yang bergerak 
cepat melaporkan kondisi riil yang di lapangan sedang terjadi 
bencana.13 
 
Saat ini YDSF telah memiliki 30 RSK yang tersebar di seluruh 
kabupaten di Jawa Timur kecuali Kabupaten Situbondo, Tulungagung, 
dan Blitar. Setiap Kabupaten terdapat satu orang RSK. Tim RSK berada 
di bawah tanggung jawab staf survey dan manajer survey. 
                                                          
13 Arif Susanto, Wawancara, Surabaya, 28 September 2017. 



































Proses rekrutmen untuk RSK yaitu melalui binaan dai YDSF yang 
ada di daerah-daerah kemudian dilakukan tes di kantor YDSF dan 
menjalani pelatihan teknis kebencanaan dan teknis survey selama dua 
hari.14 
Gambar 3.415 
Alur Kerja Relawan Survey dan Kemanusiaan 
 
 Bidang survey menerima data siap survey dan mendelegasikan RSK 
masing-masing daerah untuk mendatangi lokasi. 
                                                          
14 Ibid. 
15 Arsip Management Survey YDSF Tahun 2016. 



































 Tim RSK mendatangi lokasi dengan menggali beberapa real 
information yang dibutuhkan dari mustah{iq. Kemudian mengisi fisik 
form survey (Terdapat dalam lampiran 2). 
 Tim RSK juga diwajibkan meng-update hasil survey secara online 
pada Sistem Informasi Survey di alamat  
http://103.12.28.33:555/survey/rsk_login/ atau survey.ydsf.or.id. 
 Manajer atau staf bidang survey memvalidasi hasil survey via online 
dan me-back up hasil survey. 
 Manajer survey menyiapkan bahan survey untuk rapat keputusan.  
 Tim RSK mengirim bukti fisik form survey ke kantor pendayagunaan 
YDSF. 
d. Waktu yang Dibutuhkan untuk Proses Pengajuan Proposal Sampai 
Realisasi 
 
Penerimaan proposal ( 2 hari )16 
o Front Office 1 hari  
o Staf Data 1 hari 
Bidang Program ( 1 hari ) 
o Validasi proposal  1 hari  
Bidang survey ( 20 hari ) 
o Distribusi via online  1 hari  
o Rapat internal     1 hari 
o Proses survey dan Update RSK 16 hari 
o Valisadi hasil survey RSK  2 hari  
                                                          
16 Ibid. 



































Rapat keputusan hasil survey ( 1 hari ) 
o Keputusan bantu dan tolak   1 hari  
Sekretaris divisi ( 1 hari ) 
o Pemberkasan hasil rapat dan pembuatan surat tolak 1 hari  
Bidang Program  (10 hari) 
o Update hasil realisasi via SIM, FPA, FPK, surat ke mustah{iq  7 hari  
o Realisasi ke mustah{iq dan update penerima bantuan          3 hari 
Kesimpulan:  
Waktu yang dibutuhkan mulai dari proposal masuk sampai ada 
keputusan dan realisasi membutuhkan waktu 35 hari. 
e. Deskripsi Program dan Syarat-Syarat Proposal atau Berkas Pengajuan 
1. Bidang Pendidikan dan Yatim 
Bidang pendidikan memiliki beberapa program diantaranya: 
a) Beasiswa Pena Bangsa. Dimana YDSF sebagai perantara bagi anak-
anak yang mendapat kesulitan untuk biaya sekolah dan donatur 
pendidikan sebagai orang tua asuh. 
b) Pelatihan Guru SD, SMP bekerja sama dengan KPI (Kualita 
Pendidikan Indonesia ). 
c) Pelatihan untuk Kepala Sekolah bekerja sama dengan LPPKS 
(Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kepala Sekolah). 
d) Perintis Pena Bangsa, yaitu beasiswa dalam bentuk penataran dan 
mentoring bagi siswa-siswi SMA yang akan melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi. YDSF bekerjasama dengan ITB. 
e) Diklat Guru Sekolah Dasar S1 Plus bekerja sama dengan KPI. 



































f) Diklat Guru Taman Kanak-Kanak bekerja sama dengan Pesantren 
Nurul Falah. 
g) Jatim Mengajar bekerja sama dengan UNESA. Tahun ini sudah 
memasuki angkatan kelima. 
h) Beasiswa untuk Kegiatan-kegiatan Mahasiswa. Bekerja sama dengan 
PPSDMS dan SDM IPTEK ITS.17 
Untuk persyaratan pengajuan beasiswa pena Bangsa dan 
pendidikan yatim adalah: 
a) Mengisi Formulir Pengajuan Bantuan 
b) Fotokopi KTP Orang Tua 
c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 
d) Fotokopi Rapor 
e) Pas Foto 3x4 
f) Surat Keterangan Tidak Mampu dari RW atau Kelurahan 
g) Surat Kematian Ayah (Yatim) 
2. Bidang Dakwah, Masjid dan Bedah Sekolah  
Bidang dakwah dan masjid memiliki beberapa program 
diantaranya: 
a) Bantuan Fisik untuk Masjid, Taman Pendidikan al-Qur’an 
(TPQ), Renovasi Sekolah Islam, Pesantren. Bantuan fisik 
bangunan berupa bahan material atau sarana prasarana. 
b) Pelatihan manajemen masjid bagi imam dan takmir masjid.  
                                                          
17 M. Guruh Hanafia, Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2017. 



































c) Layanan dakwah pedesaan dan perkotaan. Untuk 
pendayagunaan program dakwah, bantuan dapat berupa 
muka<faah, perlengkapan kegiatan, pengajian, seminar, dan lain 
sebagainya.18 
d) Pembinaan untuk para tahanan Medaeng Surabaya. 
e) Program bedah sekolah merupakan program pelayanan umat 
melalui pemberian bantuan fisik berupa material bangunan dan 
pendampingan manajemen sekolah kepada Sekolah Dasar atau 
Madrasah Ibtida’iyah minus yang dimiliki oleh umat Islam dan 
memiliki peran penting dalam pendidikan di suatu daerah. 
Bentuk kegiatannya yaitu dengan melakukan pembangunan,  
renovasi, perbaikan gedung sekolah yang kondisinya tidak 
layak untuk kegiatan belajar mengajar. Misalnya jika 1) 
Dinding gedhek atau tembok sudah rusak, 2)  Lantai tanah atau 
plester berlubang, 3) Atap rusak. 
Permohonan bantuan fisik bisa diajukan maksimal satu kali 
dalam satu tahun. Syarat-syarat pengajuan untuk bantuan fisik 
adalah:19 
a) Fotokopi KTP 
b) Nomor Telefon 
c) Legalitas Lembaga/Yayasan 
d) Akta Surat Tanah 
                                                          
18 Ibid. 
19 Nandha Amailia, Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2017. 



































e) Rencana Anggaran Belanja 
f) Denah Lokasi (untuk yang berada di luar kota Surabaya) 
g) Foto Kegiatan Belajar Mengajar (Sekolah dan TPQ) 
h) Daftar Guru dan Siswa (Sekolah dan TPQ) 
i) Susunan Pengurus (Masjid dan TPQ) 
j) Panitia Pembangunan (Masjid) 
k) Foto Kegiatan Pembangunan (Masjid) 
l) Foto Kegiatan Jama’ah (Masjid) 
m) Desain Rencana Pembangunan (Masjid) 
3. Bidang Kemanusiaan 
Diantara beberapa program kemanusiaan, salah satunya ialah 
program Pemberdayaan Ekonomi Kota (PEK). Dalam program PEK, 
diperinci lagi dengan program kewirausahaan yang disebut dengan 
Komunitas Usaha Mandiri (KUM). KUM  merupakan jenis bantuan 
pinjaman dana untuk modal usaha bergulir yang diperuntukkan bagi 
para pedangang skala super mikro dengan tujuan meningkatkan 
kualitas hidup secara ekonomi maupun spiritual. 
Adapun syarat-syarat pengajuan dana untuk KUM diantaranya:20 
a) Harus memiliki komunitas berjumlah minimal 5 orang maksimal 
30 orang dalam satu wilayah Rukun Warga (RW). 
b) Dalam satu komunitas terdapat satu koordinator. 
c) Masing-masing anggota sudah memiliki usaha minimal 3 bulan. 
                                                          
20 Rokhmad Hidayat, Wawancara, Surabaya, 10 Juli 2017. 



































d) Mengisi Formulir Pengajuan Bantuan. 
e) Fotokopi  KTP. 
f) Fotokopi KK. 
Saat ini YDSF telah memiliki 24 komunitas KUM yang 
berjumlah 420 anggota untuk wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo. 
Para anggota tidak hanya sekedar mendapat pinjaman modal usaha, 
tetapi juga mendapatkan beberapa macam bentuk kegiatan. Seperti: 
a) monitoring supervisi bulanan, b) pelatihan: pemberdayaan, 
motivasi dan kewirausahaan misalnya berupa pelatihan pembuatan 
kue, tips mengembangkan usaha, fasilitas legalisasi usaha anggota 
kelompok secara kolektif, misal label halal dan studi banding, c) 
evaluasi internal & kelompok: bulanan & tahunan, d) fasilitas untuk 
kebutuhan rohani seperti kajian ta’li>m rutin dua minggu sekali. 
 
Gambar 3.5 
Alur Proses Pelaksanaan KUM21 
 
                                                          
21 Ibid., dan Arsip YDSF tentang Program Pendayagunaan Tahun 2014. 




































 Ketua komunitas melakukan pengajuan dengan membawa berkas 
pengajuan yang lengkap secara administrasi. 
 Kemudian dilakukan survey oleh Penanggung Jawab (PJ) 
program KUM. 
 PJ program bersama dengan manajer program KUM melakukan 
analisa ekonomi, karakter, dan keseriusan calon anggota KUM. 
 Melakukan keputusan untuk memberi bantuan atau menolak 
pengajuan. 
 Jika anggota/kelompok baru, maka diberikan pendampingan awal 
berupa motivasi spiritual dan motivasi berwirausaha selanjutnya 
baru membuat pengajuan anggaran dana. Jika anggota/kelompok 
lama, maka PJ program langsung melakukan pengajuan anggaran 
kepada divisi keuangan. 
 Proses realisasi dan pendampingan serta pemantauan. 
2. Sistem Pendayagunaan tanpa Melalui Pengajuan dari Mustah}iq 
Pendayagunaan dana yang tanpa melalui pengajuan, terdapat pada 
bidang zakat dan kemanusiaan yaitu pada program Zakat Untuk Mustah}iq 
(ZUM) on the spot dan program Unit Aksi Cepat (UAC). 
a. Pendayagunaan pada Program Zakat Untuk Mustah}iq (ZUM) On The 
Spot 
Selaini program zakat regular, YDSF juga memiliki program zakat 
yang sifatnya emergency, darurat, dan harus segera dipenuhi misalnya 



































membantu orang yang sedang sakit atau kelaparan. Kebutuhan seperti itu 
diambil dari dana zakat. Program ZUM OTS ini sebenarnya muncul dari 
ide PJ program zakat. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Bapak Andri 
selaku PJ program zakat: 
Jadi gini, karena disini kan YDSF sudah besar, jadi untuk mencairkan 
dana pengajuan itu memang prosesnya juga berliku. Makanya terus 
ada ini sih ide itu muncul dari saya sendiri sebenarnya.  waktu itu kan 
kenapa sih kok urusan dengan manusia itu kok diperlama. Mungkin 
kalo pengajuan untuk perbaikan gedung terus fasilitas atau apa 
misalnya komputer untuk sekolah atau apa bisa menunggu lama atau 
dipending. Tapi urusan manusia ini kan urusan urgensi, darurat. 
Makanya kemarin saya, dua tahun yang lalu itu saya mikirnya begini 
coba deh saya pake cara itu gimana caranya saya tidak perlu melewati 
itu semua, melangkahi prosedur-prosedur itu semua. Bagaimana 
caranya saya bisa, begitu ada orang sambat “saya ndak bisa makan, 
tiga hari sudah nggak makan”. Itu saya harus kesana langsung bawa 
beras, bawa sembako segala macam pokoknya jangan sampai orang 
ini ndak bisa makan lagi. Dan itu akhirnya saya melangkahi prosedur 
itu inisiatif saya sendiri. Saya ngobrol dengan manajer saya, apakah 
bisa disepakati seperti itu, dan ternyata di ACC, keuangan juga bisa, 
saya berangkat akhirnya. Saya namakan program itu ZUM ON THE 
SPOT.22 
 
Untuk prosedur pendayagunaannya, PJ program langsung turun 
sendiri ke lapangan. Misalnya ada kasus viral yang menyita banyak 
perhatian publik, seperti pernah ada kasus orang busung lapar di area 
Surabaya. PJ program langsung mencari informasi tersebut dan membaca 
file yang bersangkutan kemudian segera diajukan pada saat itu juga. Pagi 
diajukan, siang atau sorenya sudah cair dan bisa segera diberikan kepada 
orang yang membutuhkan tersebut. 
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 Andri Septiono, Wawancara, Surabaya, 14 Desember 2017. 



































b. Pendayagunaan pada Program Unit Aksi Cepat (UAC) 
Program UAC adalah salah satu bagian kegiatan kemanusiaan 
dalam upaya membantu dan meringankan beban korban bencana alam dan 
atau daerah konflik sosial.23 Walaupun tanpa melalui pengajuan terlebih 
dahulu, akan tetapi setiap kegiatan yang dilakukan dan pencairan dananya 
harus tetap tercatat pada laporan keuangan. Disamping itu kegiatan 
kebencanaan juga terkondisi karena adanya kerjasama dengan lembaga 
atau mitra kemanusiaan yang lain. Dimana setiap bentuk kerjasama 
bersifat mengikat dan terdapat MoU (Memorandum of Understanding).24 
Prosedur pendayagunaan program UAC ini dilakukan ketika ada 
daerah yang mendapat musibah bencana alam. Penanggung jawab 
program yang aktif mencari informasi kebencanaan. Kemudian dirapatkan 
bersama untuk membahas kebutuhan apa saja yang perlu dipersiapkan 
termasuk jumlah bantuan dan siapa saja yang terjun langsung mendatangi 
titik bencana. 
Program UAC memiliki tujuan dan harapan: 
1) Membantu korban bencana dengan cepat dan selamat. 
2) Meringankan beban derita korban bencana. 
3) Membantu pemulihan kembali pasca bencana. 
4) Membantu pemerintah dalam penanganan korban bencana. 
 
                                                          
23 Imron Wahyudi, Wawancara, Surabaya, 11 September 2017. 
24 Herman Khoirul, Wawancara, Surabaya, 28 September 2017. 



































Bentuk kegiatan berupa: 
1) Mendirikan posko untuk mengkoordinasi distribusi bantuan. 
2) Memberikan bantuan medis bagi korban luka. 
3) Mendistribusikan bantuan ke lokasi yang sudah ditentukan. 
4) Berkoordinasi dengan lembaga lain yang melaksanakan misi yang sama. 
5) Membentuk trauma centre untuk terapi psikologi. 
6) Melakukan rehabilitasi pendidikan dan dakwah pasca bencana. 
7) Memberikan syiar agama di lokasi pengungsian. 
Sasaran program : 
1) Daerah rawan bencana alam dan konflik sosial. 
2) Korban yang rawan akan pendangkalan agama. 
Kriteria penerima : 
1) Korban luka yang membutuhkan pertolongan medis. 
2) Korban yang membutuhkan bahan makanan dan kebutuhan lain. 
3) Siswa yang membutuhkan tempat dan sarana pendidikan. 
3. Mekanisme Pendayagunaan Bantuan Non Tunai 
YDSF sebagai lembaga sosial, tidak hanya menghimpun bantuan 
dalam bentuk tunai akan tetapi juga menerima donasi berupa non tunai 
seperti  menerima sumbangan pakaian bekas, sembako, dan lain sebagainya. 
Jadi apabila ada donatur yang ingin menyumbangkan beberapa bantuan non 
tunai bisa diterima juga asal dapat bermanfaat. Dalam hal ini, penyaluraanya 
sesuai dengan akad yang disampaikan oleh donatur. Apabila tidak ada akad 
yang terikat, maka YDSF akan menyalurkannya kepada orang-orang yang 



































membutuhkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Imron selaku 
manajer program kemanusiaan YDSF berikut ini: 
Kalo itu biasanya yang nerima bagian umum, setelah dicatet barang-
barangnya nanti dilimpahkan ke pendayagunaan. mau disalurkan 
kemana itu tergantung amanah dari donatur, mau diserahkan untuk 
apa, misalkan yang di depan ini kebetulan untuk pacitan, bencana 
alam. sudah ditulisi disitu, ya nanti kita diskusikan sesuai dengan 
amanah mereka sebagaimana ketika donatur mengasihkan uang kan 
juga sesuai amanah donatur, ke zakat, ke yatim ato ke guru qur’an dan 
lain-lain. lha itu kita diskusikan sesuai dengan keinginan mereka, kalo 
tidak ya kita masukkan ke infak umum. Jadi begitupun barang kalo 
tidak ada amanah dari donatur disalurkannya kemana ya terserah dari 
kita, bisa ke panti asuhan atau ke pesantren atau kemana. waktu itu 
ada pakaian-pakaian bekas disalurkan ke panti orang gila di Jombang, 
karena tidak ada distribusi yang terikat jadi kita serahkan kesana, 
semuanya akan ditembuskan ke manajer yang bersangkutan, kemudian 
nanti didelegasikan ke PJ masing-masing untuk didistribusikan. 
Kemarin pernah donatur ngasih rombong, baru trus dilempar bagian 
sini, trus ternyata yang respon rombong itu yang program 
Pemberdayaan Ekonomi Kota, lha itu langsung diserahkan ke anggota 
binaannya, untuk di-brand-ing pada rombongnya ada tulisan YDSF. 
ada juga mungkin pakaian bekas itu disalurkan ke pesantren, tapi harus 
ada respon dulu dari saana (kantor penghimpunan), setelah 
dilemparkan kesini baru nanti dirapatkan ke tingkat manajemen, 
kepala divisi dan manajer-manajernya baru nanti diinformasikan ke 
staff, dari staff situ mungkin ada link pesantren atau panti asuhan itu 
cocoknya disalurkan kesitu.25 
 
 B. Proses Pengambilan Keputusan Penerima Dana Infak di YDSF 
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan YDSF dalam menentukan 
layak tidaknya calon mustah}iq untuk mendapatkan bantuan, dilakukan ketika 
proposal benar-benar lengkap dan memenuhi persyaratan. Tidak semua proposal 
yang masuk, disetujui untuk mendapatkan bantuan. Bisa ditolak maupun ditunda. 
Proposal ditolak apabila permohonan di luar program YDSF. Jika ada persyaratan 
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 Imron Wahyudi, Wawancara, Surabaya, 14 Desember 2017. 



































yang kurang lengkap, maka ditunda dengan perkataan yang halus, misalnya 
“mohon maaf proposal bisa dibawa kembali untuk dilengkapi persyaratannya dan 
bisa kesini lagi besok atau lusa”.26 Atau jika berkas pengajuan itu dikirimkan 
melalui pos atau e-mail maka karyawan front office yang bertanggung jawab 
memberitahukan persyaratan yang kurang lengkap tersebut kepada pengirim 
melalui SMS atau e-mail. Ketika persyaratan sudah lengkap maka bisa segera di 
entry ke Sistem Informasi Manajemen bagian pendayagunaan oleh karyawan 
front office.  Setelah data di-entry, calon mustah}iq mendapatkan form tanda 
terima telah terdata. 
Berkas pengajuan bantuan yang sudah di entry kemudian diserahkan 
kepada penanggung jawab masing-masing program untuk divalidasi. Seluruh 
pengajuan bantuan yang telah terdata dalam sistem segera dibuatkan jadwal 
survey, setelah diketahui hasil survey baru diputuskan melalui rapat. 
1. Hal-Hal yang Menjadi Pertimbangan ketika Rapat Keputusan 
Terdapat beberapa pertimbangan dalam rapat keputusan. Rapat 
keputusan mempertimbangkan data primer dan data sekunder dari mustah}iq. 
Khususnya data yang diperoleh ketika survey. Data tersebut sebagai acuan 
untuk dibahas pada rapat divisi pendayagunaan. Data primer dan data 
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a. Nama mustah}iq  
b. Alamat sesuai KTP 
c. Alamat tinggal Sekarang 
d. Desa dan Kecamatan 
e. Kota/Kabupaten 
f. Telp / HP / CDMA 
g. Status msikin atau tidak  
 
Tambahan jika pengajuan bantuan berupa beasiswa 
sekolah atau yatim: 
a. Nama Sekolah 
b. Alamat Sekolah 




g. Biaya Listrik,PDAM 
h. Tanggungan/hutang 
a. Nama Lembaga 
b. Alamat lembaga 
c. Alamat pemohonan-KTP 
d. Desa dan Kecamatan 
e. Kota/Kabupaten 
f. Telp / HP / CDMA 
g. Status Wakaf 
h. Status Sertifikat Hak 
Milik (SHM) 
i. Status Sertifikat Hak 
Guna Banguna (SHGB) 




a) Memastikan bahwa mustah}iq adalah yatim didukung dengan surat kematian 
Ayah. 
b) Memastikan mustah}iq masih aktif sekolah. 
c) Memastikan  kondisi dan sarana rumah yang ada. 
d) Pekerjaan mustah}iq. 
e) Pendapatan dan pengeluaran perbulan. 
Bantuan Dana Kesehatan: 
a) Mustah}iq ada SKTM/JAMKESMAS/JAMKESDA/JAMPERSAL dan lain-lain. 
b) Mustah}iq tidak ada jaminan atau asuransi kesehatan semisal PNS, BUMN. 
c) Kondisi penyakit mustah}iq, sudah berapa lama, bagaimana cara pengobatannya. 
d) Memastikan mustah}iq  posisi di rumah/rumah sakit. 
e) Biaya yang sudah dikeluarkan atau pasca rawat jalan berobat. 
                                                          
27 Arsip Management Survey YDSF Tahun 2016. 



































f) Pekerjaan mustahik. 
g) Pendapatan dan pengeluaran perbulan. 
Bantuan Modal Usaha: 
a) Mustah}iq  ada SKTM. 
b) Memastikan kondisi mustah}iq punya usaha yang sudah berjalan semisal julan es 
cao, krupuk, gorengan dan sebagainya. 
c) Pekerjaan mustah}iq. 
d) Pendapatan dan pengeluaran perbulan. 
e) Memastikan jika bantuan modal ini dapat berkembang dan berhasil. 
 
Bantuan Fisik  Masjid atau Mus{olla, Yayasan Pendidikan, Yayasan Yatim, Yayasan 
Dakwah: 
 
a) Memastikan bahwa lembaga tersebut status tanahnya wakaf bukan milik pribadi.  
b) Definisi pembangunan, mulai pembangunan awal, renovasi, belum ada 
pembangunan jika belum ada pembangunan kapan atau rencana ada pembangunan 
lagi. 
c) Kesediaan barang sudah ada. 
d) Saldo untuk pembangunan dianggap mencukupi jika ada aktivitas pembangunan 
lagi. 
e) Pendapatan dan pengeluaran perbulan. 
 
Hasil survey harus objektif yaitu surveyor membuat penilaian atau 
penggabungan data primer dan data sekunder kemudian memberikan alasan 
objektif kenapa dibantu atau ditolak secara tertulis. Baru bisa diusulkan dan 
direkomendasikan ketika rapat bahwa mustah}iq atau lembaga tersebut layak 
untuk dibantu atau tidak. 
Pertimbangan lain yaitu sudah berapa kali mustah}iq tersebut mendapat 
bantuan. Jika sudah dua kali maka tidak dibantu karena masih banyak pihak 
lain yang belum pernah mendapat bantuan sama sekali dari YDSF. Selain 
itu, dalam menentukan besaran dana yang dikeluarkan untuk pendayagunaan, 



































memperhatikan ketersediaan dana alokasi anggaran tahunan dalam RKAY.28 
Apabila dana anggaran telah habis maka proposal yang masuk tidak bisa 
diproses lebih lanjut untuk tahun tersebut. Ketika dana dalam RKAY habis, 
sedangkan masih ada pengajuan yang layak untuk dibantu dan sudah di-
survey, maka pengajuan tersebut dimasukkan dalam waiting list dan akan 
diproses untuk tahun berikutnya.  
2. Rapat Pengambilan Keputusan 
a. Rapat Keputusan untuk Program Yatim dan Pendidikan 
1) Rapat Keputusan Program Yatim 
Rapat keputusan untuk program yatim biasanya dilaksanakan 
ketika sudah mendapatkan minimal 50 hasil survey, tak jarang 
mencapai 100 data mustah}iq dalam satu kali rapat. Rapat 
dilaksanakan sesuai kebutuhan biasanya dalam jangka waktu satu 
atau dua bulan. Dan besaran dana yang ditentukan ialah sama untuk 
masing-masing penerima sesuai dengan tingkat pendidikannya.29 
Tingkat SD sebesar Rp 400.000, beasiswa yatim SMP besarnya Rp 
600.000, dan bantuan dana untuk tingkat SMA sebesar Rp 800.000. 
Bantuan biasanya diperuntukkan bagi anak yatim yang memiliki 
tunggakan pembayaran di sekolah. Bantuan ini sifatnya satu kali cair, 
bukan rutin. 
Hal-hal yang dipastikan ketika survey dan disampaikan dalam 
rapat keputusan ialah status pemohon msikin atau tidak, prestasi 
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29 Dwi Wahyudi, Wawancara, Surabaya, 09 September 2017. 



































anak, pekerjaan orang tua, pendapatan dan pengeluaran orang tua per 
bulan, biaya listrik/PDAM, tanggungan/hutang. 
2) Rapat Keputusan Beasiswa Pendidikan 
Beasiswa Pendidikan Anak (pena) bangsa diberikan secara rutin 
per enam bulan sekali. Besarnya bantuan berbeda untuk setiap 
jenjang pendidikan. Ketika masih tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah 
bantuan sebesar Rp 210.000, tingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) jumlah beasiswa sebesar Rp 420.000, jika sudah masuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah beasiswa sebesar Rp 480.000. 
Bantuan beasiswa tersebut diberikan selama orang tua asuhnya masih 
menjadi donatur. Apabila ada pengajuan untuk beasiswa pena bangsa, 
sedangkan belum ada donatur pendidikan lagi, maka akan didaftar 
sesuai antrian. Dan jika antrian sudah terlalu banyak, maka ditolak 
secara halus.30 
b. Rapat Keputusan Layanan Mustah}iq Masjid 
Layanan mustah}iq masjid merupakan program pendayagunaan untuk 
pemakmuran masjid. Bantuannya berupa bantuan fisik misalnya : bantuan 
berupa material bahan bangunan ketika renovasi. (besi, semen, keramik, 
dan lain-lain), sound system, bantuan karpet masjid. Bantuan renovasi 
lebih mengutamakan tempat-tempat khusus untuk ibadah misalnya 
tempat wudhu dan perbaikan lantai. 
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Pengajuan bantuan yang tidak termasuk dalam anggaran ialah 
pembuatan menara, tempat khutbah, pagar dan paving halaman.31 Hal lain 
yang menjadi pertimbangan tidak menyetujui pengajuan ialah jika jarak 
antara dua masjid berdekatan minimal lima kilometer dan masjid yang 
mengajukan bantuan bukan termasuk wilayah sasaran dalam arti tidak 
dalam wilayah Jawa Timur. 
Pelaksanaan rapat keputusan untuk realisasi ini dilakukan dua pekan 
sampai satu bulan sekali tergantung jumlah hasil survey. Dalam satu 
bulan biasanya mendiskusikan 70 sampai 100 mustah}iq.32 Jumlah dana 
bantuan yang dikeluarkan untuk setiap masjid atau mus}olla>  berkisar 7 
juta sampai 10 juta sesuai dengan kebutuhan masjid. Misalnya ada masjid 
yang membutuhkan sound system berarti hanya diberikan bantuan senilai 
harga sound sytem tersebut. Ketika masjid atau mus}olla> membutuhkan 
bantuan dana untuk renovasi, maka jumlah bantuan disesuaikan dengan 
sejauh mana proses perbaikan masjid/mus}olla> tersebut telah dilakukan. 
Proses pencairannya ialah mustah}iq datang ke kantor pendayagunaan 
untuk menandatangani persetujuan pemberian bantuan. Setelah itu, 
mustah}iq mencairkan dana dalam bentuk bahan-bahan material bangunan 
atau peralatan di toko-toko yang telah ditunjuk oleh YDSF sebagai mitra 
kerja sama di masing-masing daerah.  
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32 Dainuri, Wawancara, Surabaya, 11 September 2017. 



































c. Rapat Keputusan untuk Program Kemanusiaan 
1) Rapat Keputusan untuk Program Komunitas Usaha Mandiri (KUM) 
Rapat keputusan program KUM dilaksanakan satu bulan sekali 
minimal ada 30 proposal yang sudah disurvey. Jumlah dana yang 
diberikan per masing-masing kelompok berkisar 10 juta sampai 15 
juta per tahun tergantung jumlah anggota dalam satu kelompok. 
Untuk awal pengajuan, masing-masing orang mendapatkan bantuan 
sebesar Rp 1.000.000 dan harus dikembalikan maksimal dalam waktu 
sepuluh bulan. Setelah lunas dan memiliki track record yang bagus, 
bisa mengajukan bantuan dana lagi lebih dari satu juta dengan 
kelipatan Rp 500.000. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk menyetujui pengajuan 
KUM ialah:  
a) Adanya komitmen awal dari mustah}iq untuk menggunakan dana 
(amanah). 
b) Penggunaan dana sesuai akad, yaitu untuk modal usaha.33 
c) Mempertimbangkan sisi ekonomi mustah}iq, apakah layak untuk 
dibantu atau tidak. Yaitu masyarakat golongan menengah 
kebawah dengan penghasilan kurang dari Rp 3.000.000 per bulan. 
d) Sudah ada usaha minimal tiga bulan. 
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2) Rapat Keputusan untuk Program Unit Aksi Cepat (UAC) 
Progran Unit Aksi Cepat ini penyalurannya bersifat insidentil 
yaitu ketika ada bencana atau hal-hal yang emergency. Jumlah 
bantuan awal sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya bisa sampai 20-50 
juta tergantung kondisi daerah bencana. Jika dalam jangka panjang 
bisa lebih dari 100 juta.34 Dalam memberikan bantuan kebencanaan, 
YDSF terjun langsung ke titik bencana dan berkoordinasi dengan 
panitia penanggulangan bencana daerah setempat seperti dengan 
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Selain itu jika 
wilayah di luar jangkauan, maka YDSF bekerja sama dengan mitra 
peduli sosial yang lain. 
Seperti konflik sosial yang terjadi di Negara Myanmar akhir-
akhir ini yang merugikan kaum muslim etnis Rohingya. YDSF turut 
membantu muslim Rohingya dalam beberapa tahap. Hal pertama 
yang dilakukan YDSF adalah bekerja sama dengan lembaga sosial 
yang bergerak di bidang kemanusiaan yaitu Aksi Cepat Tanggap 
(ACT). Bentuk kerja sama berupa bantuan pangan karena untuk 
kedaruratan. Selanjutnya pihak YDSF terjun langsung untuk 
menyalurkan bantuan sekaligus memetakan kebutuhan jangka 
panjang seperti pembangunan sekolah dan tempat ibadah.35 Selain itu 
YDSF juga bekerja sama dengan Aliansi Kemanusiaan Indonesia 
untuk Myanmar (AKIM) untuk membuat program bersama. 
                                                          
34 Ibid. 
35 Furi Nur Fulamah, Wawancara, Surabaya, 19 September 2017. 



































3) Rapat Keputusan untuk Layanan Klinik Sosial (LKS) 
Program LKS merupakan layanan kesehatan bagi pasien duafa di 
wilayah Surabaya. YDSF bekerjasama dengan mitra BSMI (Bulan 
Sabit Merah Indonesia). BSMI merupakan sebuah organisasi 
kemanusiaan bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit 
Merah Internasional. BSMI memiliki klinik-klinik yang layak untuk 
dijadikan sebagai mitra bidang kesehatan. Jumlah bantuan Rp 
2.500.000 setiap bulan untuk biaya operasional per klinik seperti 
untuk obat-obatan. Jadi orang-orang dengan kategori kurang mampu 
yang berobat di klinik bisa mendapatkan subsidi berobat bahkan 
gratis. Semua kerja sama YDSF dengan mitra-mitra ada 
perjanjiannya jadi BSMI juga harus membuat laporan penggunaan 
dana tiap bulannya.36 
                                                          
36 Imron Wahyudi, Wawancara, Surabaya, 11 September 2017. 





A. Analisis Sistem Pendayagunaan Dana Infak di Yayasan Dana Sosial Al Falah
Surabaya
Sistem pendayagunaan dana infak adalah seperangkat unsur atau komponen dari 
pendayagunaan dana infak yang saling bekerjasama serta membentuk suatu kesatuan 
untuk mencapai tujuan dari masing-masing program pendayagunaan dana infak. Sistem 
pendayagunaan dana infak YDSF dilakukan melalui dua cara. Yaitu sistem 
pendayagunaan dengan melalui pengajuan dari mustah}iq dan sistem pendayagunan 
tanpa melalui pengajuan dari mustah}iq. 
Sistem pendayagunaan YDSF dengan melalui pengajuan dari mustah}iq, dimulai 
dari verifikasi kelengkapan berkas pengajuan atau proposal yang masuk, kemudian input 
data mustah}iq, selanjutnya proses. Proses meliputi proses validasi proposal oleh 
manajer bidang dan proses pelaksanaan survey.  Dalam proses pelakasanaan survey, 
petugas survey harus memperhatikan etika-etika ketika survey  dan menggali data 
primer maupun data sekunder sehingga dihasilkan kesesuaian data proposal dengan data 
real di lokasi. Tahap terakhir  ialah mengetahui output atau real information para 
mustah}iq yang dicatat oleh petugas survey melalui online pada sistem informasi 
survey YDSF.  
Sistem yang seperti itu juga dilakukan oleh lembaga PKPU dalam 
penelitiannya Ahmad Subri yang berjudul Rancang Bangun Penunjang Keputusan 
Penentuan Mustahik Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus
Kantor Pusat Pos Keadilan Peduli Umat). PKPU dalam menentukan layak tidaknya
mustah}iq untuk mendapatkan bantuan juga melalui survey lokasi apabila data 

































mustah}iq meragukan. Akan tetapi jika data mustah}iq tidak meragukan, maka 
akan langsung diproses untuk penentuan diterima atau tidak oleh manajer divisi 
layanan langsung. Dalam penelitian tersebut, Subri menyimpulkan bahwa sistem 
seperti yang telah dijalankan oleh PKPU memiliki keterbatasan dan memiliki hasil yang 
kurang optimal karena diketahui dari sistem yang berjalan, bahwa penentuan 
mustah}iq ditentukan berdasarkan persepsi atau pendapat pribadi dari staf atau 
manajer divisi layanan langsung. Terutama untuk penilaian kriteria motivasi 
hidup. 
Dilihat dari perbandingan pelaksanaan sistem pendayagunaan antara YDSF 
dan PKPU, prosedur sistem yang diterapkan oleh YDSF ini memiliki nilai lebih 
dibandingkan dengan prosedur penyaluran oleh PKPU. Karena dalam penentuan 
layak tidaknya mustah}iq untuk menerima bantuan  dari YDSF, semua harus 
melalui pengajuan dan survey terlebih dahulu. Dan YDSF telah memiliki Sistem 
Informasi Manajemen Pendayagunaan dimana semua informasi mustah}iq harus 
melalui online dan terdata dalam SIM agar status pengajuan mustah}iq yang 
masuk dapat diketahui sudah sampai tahap mana. Dari hal tersebut dapat 
dikatakan bahwa YDSF lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem 
pendayagunaannya.  
  

































B. Analisis Model Pengambilan Keputusan untuk Penerima Dana Infak di YDSF 
1. Model Pengambilan Keputusan YDSF 
Model pengambilan keputusan adalah bentuk skema, sebuah 
mekanisme, atau prosedur yang digunakan dalam analisis sistem klausul 
yang hubungan tindakan dan konsekuensi tindakan.1 Prosedur pengambilan 
keputusan yang digunakan oleh YDSF dalam penentuan untuk membantu atau tidak 
membantu calon mustah}iq, dilaksanakan secara paten mulai dari pengajuan 
bantuan sampai tahap realisasi. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang 
dan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan pada divisi pendayagunaan. 
Sehingga bisa dikatakan, YDSF dalam pengambilan keputusan untuk 
menentukan calon penerima dana infak memiliki kecondongan menggunakan 
model campuran antara model matriks dan model pohon keputusan. Model 
matriks berguna bagi keputusan yang dibuat untuk satu kali secara 
menyeluruh.2 Sesuai dengan proses pengambilan keputusan YDSF dalam 
rapat untuk penentuan anggaran dibuat satu kali ketika pembuatan RKAY 
(Rencana Kerja Anggaran Yayasan) dan dilaksanakan secara berulang-ulang 
serta menyeluruh di semua bidang, baik dalam bidang pendidikan, masjid, 
maupun kemanusiaan. Sedangkan “model pohon keputusan merupakan 
diagram sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-
masalah yang  dihadapi”.3 Misalnya dalam memutuskan pengajuan bantuan 
masjid, YDSF telah memiliki kriteria masjid yang berhak dibantu. Yaitu 
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surveyor melaporkan rincian keadaan serta kebutuhan masjid secara jelas. 
Seperti kebutuhan masjid yang sedang direnovasi. Surveyor harus 
memperhatikan tahap renovasi masjid sudah sampai mana. Misalnya masih 
pada perbaikan lantai yang dulunya plester kemudian akan dikeramik, jadi 
laporan surveyor mengenai kebutuhan masjid yaitu berupa keramik. 
2. Jenis Keputusan 
Jenis keputusan yang diambil oleh YDSF cenderung menggunakan jenis 
keputusan terprogram. “Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan 
yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi”.4 Dalam 
hal ini, YDSF telah mempunyai standar penentuan mustah}iq untuk masing-masing 
bidang. Standar-standar untuk beasiswa pena bangsa misalnya dari keluarga kurang 
mampu, sarana dan prasarana tempat tinggal kurang memadai, serta memperhatikan 
pendapatan dan pengularan tiap bulan. Kemudian standar tersebut selalu dijadikan 
dasar ketika survey dan setiap kali mengadakan rapat keputusan. Standar survey 
yang harus dilakukan oleh surveyor ialah menggali dan memastikan data primer dan 
data sekunder dari mustah}iq. Dan itu harus dipastikan setiap kali surveyor 
mendatangi lokasi calon mustah}iq. Contoh lain standar survey untuk 
beasiswa yatim petugas survey harus memastikan surat kematian ayah, 
kondisi ekonomi orang tua, prestasi anak dan masih aktif sekolah, 
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3. Dasar Pengambilan Keputusan  
YDSF dalam melakukan pengambilan keputusan cenderung 
berdasarkan rasional dan fakta. Dikatakan berupa keputusan berdasar pada 
rasional karena dalam penentuan mustah}iq baik perorangan maupun lembaga, 
YDSF banyak mempertimbangkan dari segi daya guna. Contohnya memberikan 
modal usaha untuk pedagang skala super mikro, memberikan santunan untuk yatim 
duafa, bantuan fisik masjid, bantuan bedah sekolah dan lain sebagainya dimana 
semua jenis bantuan tersebut dapat mendatangkan hasil yang sangat bermanfaat 
kepada penerima bantuan atau mustah}iq bahkan untuk masyarakat sekitar. 
Selain berdasar pada rasional, YDSF dalam mempertimbangkan keputusan 
juga berdasarkan fakta. Dimana YDSF harus tahu betul kondisi dari calon 
mustah}iq yang diperoleh dari berkas pengajuan. Kemudian data pengajuan 
tersebut digunakan oleh surveyor sebagai acuan untuk menggali data primer 
dan data sekunder si mustah}iq. Setelah surveyor melakukan kunjungan ke 
lokasi mustah}iq, maka didapatkan sebuah informasi. Dan informasi tersebut 
adalah yang sebenarnya (fakta). Maka dari fakta itu dapat dikatakan datanya 
sehat, valid, dan baik karena datanya dikonfirmasi langsung oleh petugas 
YDSF yaitu surveyor. 
4. Proses Pengambilan Keputusan YDSF 
Proses pengambilan keputusan berlangsung ketika terdapat rapat 
keputusan untuk mustah}iq. Para anggota rapat khususnya tim survey  
memaparkan data yang telah diperoleh di lapangan. Data hasil survey harus 
benar-benar valid. Bisa dikatakan valid karena petugas survey langsung 

































mendatangi lokasi individu atau lembaga yang sebelumnya telah 
mengajukan bantuan dengan memastikan keadaan calon mustah}iq 
menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah diketahui berbagai 
informasi calon mustah}iq, kemudian penanggung jawab program beserta 
manajer program menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan. Prosedur 
penentuan besaran anggaran untuk masing-masing mustah}iq ialah sesuai 
dengan proporsi dana untuk setiap bidang yang ditetapkan ketika pembuatan 
Rencana Kerja Anggaran Yayasan (RKAY). 
Misalnya proses penentuan untuk mustah}iq KUM dilakukan beberapa 
langkah yaitu: 
a. Mengidentifikasi Masalah 
YDSF menerima berkas pengajuan dari mustah}iq untuk bidang 
ekonomi yaitu program KUM. Kemudian YDSF melakukan tindakan 
identifikasi berupa pengecekan karakter mustah}iq, jenis usaha, 
pendapatan per bulan, motivasi dan keseriusan mustah}iq. 
b. Mengadakan Analisis Permasalahan 
YDSF melakukan pemilahan terhadap hasil identifikasi yang telah 
didapatkan. Apakah  mustah}iq yang mengajukan bantuan benar-benar 
termasuk kalangan ekonomi menengah kebawah dan membutuhkan 
tambahan dana untuk usaha atau tidak. YDSF juga menilai keseriusan 
mustah}iq dalam pengembangan usahanya kedepan.  
c. Membuat Alternatif Pemecahan dan Mengambil Keputusan dengan 
Pasti 

































Setelah mendapatkan hasil analisis karakter, kebutuhan dan 
keseriusan mustah}iq, YDSF membuat alternatif alokasi dana yang akan 
disalurkan. Yaitu untuk mustah}iq yang baru akan dibantu dengan modal 
utama sebesar satu juta rupiah. Apabila mustah}iq sudah pernah 
mengajukan bantuan tahun sebelumnya, maka besar bantuan lebih dari 
satu juta rupiah. 
d. Melaksanakan Keputusan dan Memantaunya 
Setelah memutuskan besaran alokasi dana untuk masing-masing 
mustah}iq, YDSF membuatkan agenda realisasi atau pencairan bantuan. 
Tidak hanya mendapatkan bantuan dana, para mustah}iq KUM juga 
mendapatkan pembinaan kewirausahaan, monitoring supervisi bulanan 
dari YDSF untuk mengecek perkembangan usaha mustah}iq, dan evaluasi 
bulanan maupun tahunan. 
e. Mengevaluasi Hasil 
Pemantauan terhadap para mustah}iq dijadikan bahan evaluasi 
internal YDSF untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil 
adalah tepat sasaran. Baik dari segi pribadi mustah}iq, jumlah dana yang 
dikeluarkan, maupun keberlangsungan program KUM. 
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 BAB V 
KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa 
kesimpulan, diantaranya: 
1. Bahwasannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya memiliki dua
sistem pendayagunaan dana infak yaitu sistem pendayagunaan dengan
melalui pengajuan dari mustah{iq dan sistem pendayagunaan tanpa melalui
pengajuan dari mustah{iq.
2. Secara umum, YDSF Surabaya menggunakan model pengambilan keputusan
campuran berupa model matriks dan model pohon keputusan.
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